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ABSTRAK 

 

Skripsi yang berjudul analisis yuridis terhadap pandangan hakim 

pengadilan agama gresik tentang nafkah ma>d}iyah anak bagi ibu yang sudah 

menikah lagi ini merupakan hasil penelitian lapangan yang bertujuan untuk 

menjawab permasalahan bagaimana pandangan hakim pengadilan agama gresik 

memutuskan tentang nafkah ma>d}iyah anak khuhusnya bagi ibu yang sudah 

menikah lagi, dan bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim 

pengadilan agama gresik dalam hal nafkah mâdiyah anak bagi ibu yang sudah 

menikah lagi. 

Data penelitian yang disajikan dengan menggunakan metode deskriktif 

analisis untuk menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci dan sistematis 

segala fakta-fakta yang dihadapi, kemudian dianalisis menggunakan pola piker 

deduktif yaitu menganalisis data yang berangkat dari suatu yang umum kemudian 

ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal hal ini penulis meninjau data 

yang bersifat umum yaitu kewajiban orang tua terhadap anak secara yuridis 

dengan menggunakan teori yang bersifat khusus yaitu pandangan hakim 

pengadilan agama gresik tentang nafkah ma>d}iyah anak. 

Hasil penelitian ini manyimpulkan bahwa analisis yuridis terhadap 

pandangan hakim pengadilan agama gresik tentang nafkah ma>d}iyah anak dari 

kedua hakim berpendapat tidak bisa digugat, adapun alasan yang digunakan adalah 

bahwa nafkah anak merupakan kewajiban kedua orang tua bukan hanya kewajiban 

suami dikarenakan nafkah anak bersifat lil al-intifa’ bukan lil al-tamlik dengan 

bedasar pada yurisprudensi MA No.608 K/AG/2003. Sehingga jika tidak 

dibayarkan seorang suami tidak dianggap hutang maka tidak dapat digugat. Secara 

yuridis menurut undang-undang No. 1 Tahun 1974 pasal 41 tentang perkawinan 

dan disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 156 bahwa suami tetap wajib 

menafkahi anak meskipun orang tua bercerai hingga anak umur 21 tahun, 

sedangkan dalam pasal 13 dan 77 UU perlindungan anak menyebutkan bahwa anak 

berhak mendapat perlindungan dari hal penelantaran. pendapat kedua hakim yang 

menyebutkan bahwa nafkah ma>d}iyah anak tidak bisa  digugat kurang relevan 

karena bertentangan dengan dasar hukum yang ada. 

Seiring dengan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran bahwa 

masalah nafkah ma>d}iyah anak perlu untuk dipertimbangkan lagi secara mendalam. 

Adapun hakim diharapkan dalam memutus perkara tidak hanya mengikuti 

peraturan mahkamah agung yang ada, tetapi juga melihat kebenaran dan 

mempertimbangkan segala aspek kebutuhan hidup, sehingga bisa memberikan 

putusan yang lebih bisa diterima dan adil bagi semua pihak. 
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang sempurna, membawa risalah tentang 

kehidupan, ruhaniah dan jasmaniah. Risalah ruhaniah mengatur kehidupan 

antara manusia dengan Tuhan-Nya. Sedangkan risalah jasmaniah 

mengatur kehidupan manusia dengan sesamanya. 

Pernikahan merupakan sunnah Rasul yang berlaku kepada semua 

mahluk Allah SWT khususnya manusia. Pernikahan dalam Islam tidaklah 

semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan 

tetapi mempunyai nilai ibadah. Oleh karena itu, suami isteri dalam suatu 

pernikahan mempunyai tanggung jawab secara vertical kepada Tuhan 

Yang Maha Esa di samping mempunyai hak dan kewajiban secara timbal 

balik antara suami dan isteri serta anak-anak yang lahir dalam 

pernikahan.
1
 Pernikahan menjadikan pranata bagi manusia untuk beranak 

pinak, berkembang melestarikan kehidupannya setelah masing-masing 

pasangan siap melakukan peran positif dalam mewujudkan tujuan 

pernikahan sebagaimana firman Allah swt di bawah ini : 

هَاْنُ و اكُْسْ تَلِْْْازَ وَاجاَْْانَ  فُسِكُمْ ْمِنْ ْْلَكُمْ ْْخَلَقَْْآَنْ ْايَاَتوِِْْوَمِنْ  ْإنَّْْةْ ح َْرَوَْْْدَّةْ وَْمَْْمْ كُْنَْبَ ي ْ ْوَجَعَلَْْإليَ  

ْونَْرُْكَّْفَْت َْي َْْمْ وْ قَْلِْْاتْ يَْلَْْكَْالِْذَْْفِْ
                                                           
1 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 69. 
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Artinya :‚…Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untuk-Mu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung 

dan merasa tentram kepada-Nya dan dijadikan-Nya diantaramu 

kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 

terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir‛  (Q.S. Al-Rum :21)
2
 

 

Ayat diatas merupakan suatu petunjuk bagaimana seharusnya suasana 

pasangan suami istri dalam rumah tangga. Hanya dengan jalinan kasih 

sayang itulah suatu rumah tangga akan menjadi damai dan lestari. Dengan 

suasana yang demikian pasangan suami istri akan mampu menunaikan 

misi pernikahan yaitu untuk melangsungkan keturunan yang baik, 

menjadikan keturunan yang saleh dan selalu mendoakan kedua orang 

tuanya.
3
 

Syariat Islam menganjurkan bahwa akad pernikahan antara suami 

istri untuk selama hayat di kandung badan, sekali nikah untuk selama 

hidup, agar di dalam ikatan pernikahan suami istri bisa hidup bersama 

menjalin kasih sayang untuk mewujudkan keluarga bahagia yang penuh 

ketenangan hidup (saki>nah), memelihara dan mendidik anak-anak sebagai 

generasi yang handal.
4
 

Akan tetapi kehidupan rumah tangga tidak selamanya berjalan 

harmonis, kadang-kadang juga timbul perselisihan antara suami istri yang 

disebabkan oleh kurangnya kepercayaan antara suami istri sehingga 

                                                           
2
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an, Al Qur’an dan 

Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2003), 406. 
3
 Satria Efendi, M. Zein, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer (Jakarta: Kencana 

Primadia Media Group, 2004),176. 
4
  Supriatna, et.al, Fiqh Munakahat II (Yogyakarta: Teras, 2009),1. 
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3 
 

membawa kegoncangan dalam rumah tangga serta berakhir dengan 

perceraian. 

Seperti halnya pernikahan yang menimbulkan hak dan kewajiban, 

perceraian membawa akibat-akibat hukum bagi kedua belah pihak dan 

juga terhadap anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Putusnya 

pernikahan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam 

ada akibat hukum tersendiri bagi suami yaitu dengan munculnya 

kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap isterinya, antara lain 

dengan memberikan muth’ah untuk menggembirakan bekas istri, 

memberikan nafkah selama masa ‘iddah, melunasi mas kawin, dan 

membayar nafkah untuk anak-anaknya.
5
 

Akan tetapi ada hubungan timbal balik dari melaksanakan kewajiban 

yang ditetapkan Allah terhadap istri kepada anaknya. Maka si suami 

(meskipun telah menceraikannya) berkewajiban untuk memberi nafkah 

sesuai dengan kemampuannya kepada istri agar istri bisa merawat dan 

memelihara anak dengan baik. Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-

Baqarah ayat 233: 

وَتُ هُنَّْْرزِ قُ هُنَّْْلَوُْْال مَو لُودِْْوَعَلَى عَهَاْإِلَّْْنَ ف سْ ْتُكَلَّفُْْلَْْباِل مَع رُوفِْْوكَِس  ْوَالِدَةْ ْتُضَارَّْْلَْ ْوُس 

 ْ بِوَلَدِهِْْوُْلَْْمَو لُودْ  وَلَْ بِوَلَدِىَا

Artinya: ‚…Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada  

para isteri dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani 

melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang 

                                                           
5
 Aminah Azis, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Medan: USU Press, 1998), 26. 
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4 
 

isteri menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang 

suami karena anaknya…(Q.S. Al-Baqarah: 233)
6
 

 

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa suami berkewajiban untuk 

memberi makan dan pakaian kepada para isteri dengan cara yang ma'ruf, 

dengan begitu isteri juga dapat memelihara anaknya dengan baik. Dan 

isteri yang telah diceraikan itu mempunyai kewajiban terhadap anaknya 

yang masih menyusui. Allah mewajibkan isteri untuk menyusui anak 

selama dua tahun penuh.
7
 

Dalam pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan 

menegaskan bahwa akibat putusnya pernikahan karena perceraian ialah:
8
 

1. Baik isteri atau suami tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana 

ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan 

memberi keputusannya. 

2. suami yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu. Bilamana suami dalam 

kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan 

dapat menentukan bahwa isteri ikut memikul biaya tersebut. 

3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan 

biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas 

istri. 

                                                           
6
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah, Pentashih Mushaf Al Qur’an..., 29. 

7
 Sayyid Qutb, Tafsir fi Zhilalil Qur’an, diterjemahkan oleh As’ad Yasin, et.al (Jakarta: Gema 

Insani, 2006), 301 
8
 Supriatna, op., cit. 102. 
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Dalam pasal 156 (d) KHI juga disebutkan bahwa: Semua biaya 

ha}da}nah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab suami menurut 

kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat 

mengurus diri sendiri (21 tahun).
9
 

Bahwa nafkah bagi suami terhadap isteri dan anak adalah suatu 

kewajiban yang harus dipenuhi. Terlebih orang tua terhadap anak-

anaknya. Apabila seorang suami menthalaq isterinya, sedangkan isteri itu 

mempunyai anak, maka isterinya dan mengenai biaya hidup (nafkah) 

anak-anak dibebankan suami yang menceraikannya sesuai dengan 

kemampuannya.
10

 

Untuk menjamin kesejahteraan dan ketentraman anak terutama anak 

dibawah umur di Indonesia diberlakukan Undang-undang yang mengatur 

secara rinci masalah ha}da}nah dan biaya pemeliharaan anak akibat 

perceraian untuk memberikan perlindungan bagi masa depan anak. 

Seorang suami mempunyai kewajiban terhadap anaknya untuk mencukupi 

kebutuhan ekonomis, baik dalam bentuk pangan, sandang, perumahan, 

dan kesehatan. Segala kebutuhan anak termasuk biaya pendidikannya 

adalah menjadi tanggung jawab suami menurut kemampuannya.
11

 

Kehadiran anak itu sendiri dalam pernikahan menimbulkan hubungan 

hukum antara anak dan orangtua. Hubungan tersebut menimbulkan hak 

dan kewajiban antara orang tua dan anak. Kewajiban orang tua ini dapat 

                                                           
9
 Grahamedia press, Kompilasi Hukum Islam  (Bandung: Fokus Media, 2006), 51. 

10
 Maftuh Asnan, dkk, Risalah Fiqh Wanita (Surabaya: Terbit Terang, 2001), 381. 

11
 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam (Semarang: CV. Thoha Putra, 2005), 126. 
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dilihat dari ketentuan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974, yang disebutkan dalam pasal 45 ayat (1)bahwa kedua orang tua 

wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. 

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan bahwa kewajiban orang tua 

dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau 

dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun pernikahan 

orang tua putus.
12

 

Adanya kelalaian dalam memberikan nafkah merupakan 

permasalahan yang sering terjadi dikalangan masyarakat. Terjadinya 

disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat tentang bagaimana 

pentingnya melaksanakan kewajiban pemberian nafkah atau pihak yang 

berhak memperoleh nafkah juga kurang pengetahuannya tentang cara 

menuntut hak-haknya. Akibatnya, tidak sedikit anak dan isteri yang 

terlantar begitu saja karena kelalaian suaminya. 

Secara hukum, baik dalam hukum Islam maupun dalam hukum 

positif, kewajiban untuk menafkahi keluarga (khususnya anak) merupakan 

kewajiban primer seorang suami.
13

 Terlebih dalam kultur masyarakat 

Indonesia yang sebagian besar masih berciri patriarki dengan 

mengedepankan maskulinitas peran seorang suami, maka menjadi 

keniscayaan seorang suami untuk menafkahi keluarga, khususnya anak.
14

 

                                                           
12

 Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Bandung:Citra 

Umbara, 2012), 24. 
13

 Ibid., 21. 
14

 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 13. 
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Guna meringankan beban suami dalam menanggung semua 

kebutuhan keluarga. Dari kalangan isteri, anak biasanya menggugat 

nafkah Ma>d}iyah anak kepada mantan suaminya meski dirinya sudah 

mempunyai suami baru, dengan alasan tanggungan anaknya kepada 

mantan suami masih harus dibayar sampai anak itu dewasa. Hanya saja 

gugatan tersebut kadang tidak melalui jalur pengadilan tapi langsung 

meminta gugatan kepada mantan suaminya, dikarenakan sebagian 

masyarakat tidak tahu bagaimana menggugat melalui pengadilan. Akan 

tetapi hal tersebut tidak bisa terpenuhi karena adanya peraturan yang 

melarang. Mengenai masalah tidak diperbolehkannya gugatan nafkah 

Ma>d}iyah anak tersebut tercantum dalam Buku Pedoman Pelaksanaan 

Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2010yang 

diterbitkan oleh Mahkamah Agung.
15

  

Peraturan Mahkamah Agung tersebut menjadi salah satu pedoman 

penting para hakim di lingkungan Peradilan Agama dalam memutuskan 

masalah mengenai gugatan nafkah Ma>d}iyah anak. Adapun peraturan 

tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah Ma>d}iyah anak dalam 

buku berbunyi: Nafkah anak merupakan kewajiban suami, jika suami 

tidak mampu, pengadilan menentukan bahwa isteri berkewajiban untuk 

memberi nafkah tersebut (Pasal 41 huruf a dan b Undang-undang No. 1 

Tahun 1974). Oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban suami dan 

                                                           
15

 Buku yang diterbitkan Mahkamah Agung RI sebagai pedoman atau acuan bagi seluruh aparat 

Peradilan Agama terutama para Hakim, Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas di 

bidang administrasi peradilan dan teknis peradilan.   
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isteri, maka nafkah lampau anak tidak boleh dituntut oleh isteri sebagai 

hutang suami.
16

 

Dalam sebuah Yurisprudensi MA No.608k/AG/2003 juga 

menjelaskan bahwa nafkah Ma>d}iyah anak yang tidak terbayarkan adalah 

lil al-intifa’ bukan lil al-tamlik, sehingga tidak dapat digugat. Hal tersebut 

mendasari alasan bagi hakim yang setuju terhadap tidak diperbolehkannya 

gugatan nafkah Ma>d}iyah anak.
17

 

Hakim adalah pejabat yang melaksanakan kekuasaan kehakiman guna 

untuk menegakkan keadilan. Dalam menjalankan tugasnya hakim 

terkadang menjadi terompet Undang-undang dalam kasus hukum yang 

telah jelas ditentukan sehingga hakim tinggal menerapkannya, tetapi pada 

saat yang lain hakim dituntut untuk bisa menafsirkan Undang-undang dan 

berijtihad dengan kemampuannya sendiri, yakni saat Undang-undang 

belum secara khusus mengatur atas kasus tertentu.
18

 Penulis mengangkat 

tema tentang pandangan hakim dikarenakan hakim sebagai pelaku utama 

penegak hukum sehingga pendapat hakim dianggap sangat penting untuk 

sebuah kepastian hukum.  

Adapun alasan penulis dalam menentukan pandangan hakim 

Pengadilan Agama Gresik dikarenakan untuk menjawab pertanyaaan dari 

ibu Fauziah terhadap masalah nafkah lampau anak jika masuk ke ranah 

                                                           
16

  Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, buku 

2,edisi 2010, 223. 
17

  Musthofah, Wawancara, Malang, 29 Desember 2015.  
18

 Wildan Sayuti, Etika Profesi Kode Etik Hakim (Jakarta: Pusat Pendidikan dan pelatihan 

pegawai mahkamah Agung, 2001), 4. 
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Pengadilan serta ingin tahu bagaimana penggalian hukum oleh seorang 

hakim mengambil keputusan dengan dasar hukum, pengalaman dan nurani 

seorang hakim dalam menangani nafkah anak yang terabaikan khususnya 

nafkah Ma>d}iyah anak langsung, dikarenakan perkara ini sering ditemui 

didaerah pedesaan penulis menganggap pengadilan gresik menjadi tujuan 

penulis untuk menggali dan mempelajari hal-hal yang berkaitan langsung 

dengan judul. Adapun seorang hakim adalah pejabat yang melakukan 

kekuasaan kehakiman yang diatur Undang-undang dan sesuai dengan 

tugas dan wewenangnya yaitu menerima, mengadili, dan memutus suatu 

perkara yang diajukan padanya, termasuk juga hakimlah yang 

mengeluarkan sebuah putusan nantinya. Atas dasar itu, persoalan ini akan 

dijadikan bahan skripsi oleh penulis dengan judul Pandangan Hakim 

Pengadilan Agama gresik terhadap nafkah Ma>d}iyah anak bagi isteri yang 

sudah menikah lagi.  

 

B. Identifikasi Dan Batasan Masalah 

1. Identifikasi masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka identifikasi yang dapat 

dihimpun dalam penelitian ini adalah: 

a. Pengertian nafkah Ma>d}iyah anak. 

b. Dasar hukum nafkah Ma>d}iyah anak. 

c. kadar pemberian nafkah Ma>d}iyah anak. 

d. dampak tidak diperbolehkannya nafkah Ma>d}iyah anak. 
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e. Pandangan hakim pengadilan agama gresik terhadap nafkah 

Ma>d}iyah anak bagi ibu yang sudah menikah lagi. 

f. Analisis terhadap Pandangan hakim pengadilan Agama gresik 

terhadap nafkah Ma>d}iyah anak bagi ibu yang sudah menikah lagi. 

2. Batasan Masalah 

Dalam suatu penelitian, sangat sulit untuk meneliti semua 

permasalahan yang ada pada bidang yang diteliti, oleh karena itu setiap 

peneliti akan membatasi masalah yang akan diteliti, begitu juga halnya 

dengan penelitian ini, yang akan diteliti hanya masalah-masalah 

tertentu saja. 

Dari identifikasi tersebut penelitian ini dibatasi pada masalah 

berikut: 

a. Pandangan hakim Pengadilan Agama Gresik terhadap nafkah 

Ma>d}iyah anak bagi ibu yang sudah menikah lagi. 

b. Analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan Agama 

Gresik terhadap nafkah ma<diyyah anak bagi ibu yang sudah 

menikah lagi. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dengan mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah tersebut 

di atas, ada beberapa pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam 

skripsi ini. Adapun permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai 

berikut: 
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1. Bagaimana pandangan hakim pengadilan agama gresik terhadap nafkah 

Ma>d}iyah anak bagi isteri yang sudah menikah lagi? 

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap pandangan hakim Pengadilan 

agama gresik dalam hal nafkah Ma>d}iyah anak bagi isteri yang sudah 

menikah lagi? 

 

D. Kajian Pustaka 

Kajian pustaka pada penelitian ini pada dasarnya adalah untuk 

mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan 

penelitian sejenis yang mungkin pernah dilakukan oleh penelitian 

sebelumnya sehingga diharapkan tidak ada pengulangan materi penelitian 

secara mutlak 

Hampir dari setiap referensi yang ada nafkah Ma>d}iyah anak masih 

banyak diperdebatkan oleh kalangan para hakim untuk memutuskan 

sebuah putusan yang pasti. Adapun ada beberapa penelitian yang 

berhubungan diantaranya adalah: 

1. Skripsi yang ditulis oleh Vivine Aqurista Muji Lestari Tahun 2005 

yang berjudul ‛Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesaiannya 

(Studi Kasus di Pengadilan Agama Pasuruan Tahun 2003)‛. Dalam 

penelitiannya menjelaskan tentang deskripsi perkara nafkah terhutang 

baik nafkah isteri atau anak pada tahun 2003 di PA Pasuruan dan 

bagaimana pelaksanaan eksekusi atas perkara nafkah terhutang. 

Adapun dalam skripsinya menghasilkan kesimpulan bahwa 
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pelaksanaan eksekusi atas perkara nafkah terhutang masih terjadi 

perbedaan dalam beberapa putusan, Hakim memiliki pandangan yang 

berbeda-beda dalam memutuskan perkara karena belum adanya 

peraturan yang mengatur dengan jelas
19

 

2. Ahmad Zuhdi Muhdlor dan Natsir Asnawi dalam artikel pendeknya 

yang berjudul ‚Apakah nafkah Ma>d}iyah (lampau) anak yang tidak 

terbayarkan mutlak lil intifa’? (Kajian Terhadap Kaidah yurisprudensi 

MA RI Nomor 608k/AG/2003)‛. Artikel ini menjelaskan tentang 

nafkah Ma>d}iyah anak yang terdapat dalam kaidah Yurisprudensi MA 

RI Nomor 608k/AG/2003. Adapun mereka mengkritisi bahwa 

Yurisprudensi MA RI Nomor 608k/AG/2003 ini masih perlu dikaji 

secara mendalam, karena tidak ada dalil yang menjelaskannya
20

 

3. Skripsi ‚Problematika Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan 

Semarang (studi kasus perkara No. 327/1991/PA. Smg) oleh 

Muhammad Ahadi, dalam skripsi yang menjadi pokok masalah adalah 

Putusan Pengadilan Agama atas gugatan dari seorang mantan istri 

(penggugat) terhadap mantan suaminya (tergugat) karena dianggap 

tidak bertanggungjawab dalam memberikan nafkah anak hasil 

pernikahan selama satu tahun setelah perceraian. Hasil analisis dari 

peneliti menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang dalam 

                                                           
19  Vivine Aqurista Muji Lestari, ‚Gugatan Nafkah Terhutang dan Penyelesainnya “Studi Kasus di 

Pengadilan Agama Pasuruan” (Skripsi-- UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2005),   
20 Zuhdi Muhdlor dan Natsir Asnawi, ‚Apakah nafkah ma>d}iyyah (lampau) anak yang tidak 

terbayarkan mutlak lil intifa’?‛ (Kajian Terhadap Kaidah yurisprudensi MA RI Nomor 

608k/AG/2003), dalam http://badilag.net/artikel/publikasi-nafkah-madliyah-anak.html, diakses 

pada 10 Maret 2017. 
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memutuskan kasus perkara No.327/1991/PA.Smg. Dipandang kurang 

sempurna karena dalam pertimbangan hukumnya hanya berdasar pada 

satu pasal (Pasal 41 b No. 1 Tahun 1974 ) sebagai hukum materi, 

tanpa memperhatikan dan melibatkan dasar hukum lain (UU No. 7 

Tahun 1989 Ps. 78 ) sebagai hukum acaranya.
21

 

Dari beberapa telaah pustaka yang diuraikan di atas, fokus penelitian 

penulis yang berjudul ‚Pandangan hakim pengadilan gresik terhadap 

nafkah Ma>d}iyah anak bagi isteri yang menikah lagi‛ berbeda dengan 

penelitian sebelumnya karena dalam penelitian ini menitik beratkan pada 

pandangan hakim tentang nafkah Ma>d}iyah anak yang isterinya menikah 

lagi. 

 

E. Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Gresik 

terkait masalah nafkah Ma>d}iyah anak bagi isteri yang sudah menikah 

lagi. 

2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap pandangan hakim dalam 

menyelesaikan masalah nafkah Ma>d}iyah anak bagi isteri yang sudah 

menikah lagi. 

 

 

                                                           
21

 Muhammad Ahadi, ‚Problematika Penyelesaian Nafkah Anak di Pengadilan Semarang studi 

kasus di Pengadilan Agama Semarang‛ ( Skripsi--IAIN Walisongo, Semarang, 2005). 
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F. Kegunaan Hasil Penelitian  

Adapun kegunaan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Aspek teoritis  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan atau referensi 

bagi peneliti berikutnya dan dapat memberikan pengertian dan 

pemahaman serta kesadaran yang akan pentingnya pemberlakuan 

suatu hukum yang dapat mengakomodir kesejahteraan masyarakat 

akan pemahaman terhadap nafkah Ma>d}iyah anak serta menegakkan 

keadilan. 

2. Aspek praktis  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi 

masyarakat khususnya dibidang hukum mengenai masalah nafkah 

Ma>d}iyah anak dan dapat digunakan sebagai pegangan bagaimana 

prakteknya berperkara dipengadilan agama.  

 

G. Definisi Operasional  

Untuk menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan arti dan 

maksud dalam judul ini, maka perlu ditegaskan bahwa pengertian kata-

kata yang terdapat dalam judul ini adalah sebagai berikut:  

1. Pandangan Hakim  

Pendapat yang berdasar pada pengetahuan hakim di Pengadilan 

Agama Gresik. 

2. analisis yuridis  
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Yang dimaksud dengan yuridis dalam penelitian ini adalah 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi 

hukum Islam, Undang-undang perlindungan anak dan 

Yurisprudensi mahkamah agung. 

3. Nafkah Ma>d}iyah Anak 

Nafkah lampau atau nafkah terhutang, yakni nafkah yang pada 

waktu setelah terjadinya akad nikah tidak dibayarkan seorang suami 

kepada anaknya.
22

  

 

H. Metode Penelitian  

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk mencari, 

mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu yang diteliti sampai 

menyusun laporan.
23

 

Penelitian yang penulis lakukan ini termasuk penelitian lapangan, 

yaitu di Pengadilan Agama Gresik oleh karena itu supaya penulis dapat 

menyusun dengan benar maka penulis menggunakan metode sebagai 

berikut:  

1. Data yang dikumpulkan 

Data-data yang akan ditulis di Bab III dihimpun dalam data:  

a. Lokasi Penelitian 

Adapun lokasi yang digunakan penelitian penulis adalah 

pengadilan Agama Gresik 

                                                           
22

  Ahmad Rifa’I, Islam dan masalah kontemporer. 33. 
23

 Moh.Nazir,Metode Penelitian, Cet. VI (Bogor: Ghalia Indonesia,2005), 84. 
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b. Data yang terkait tentang pandangan hakim Pengadilan agama 

gresik terhadap nafkah Ma>d}iyah anak bagi isteri yang sudah 

menikah lagi. 

2. Sumber Data  

Sumber data adalah tempat di mana kita mendapatkan data, 

dalam penelitian lapangan terdapat dua jenis sumber data yaitu: 

a. Sumber primer 

Sumber primer adalah sumber yang bersifat utama dan penting 

yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi 

yang diperlukan dan berkaitan dengan peneliti.
24

 Pada penelitian 

kali ini, sumber primernya adalah Pandangan Hakim Pengadilan 

agama gresik, yurisprudensi MA No.608k/AG/2003. 

b. Sumber sekunder  

Sumber sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan primer.
25

 Yang didapat dari dokumen, catatan-

catatan atau tulisan yang berhubungan dengan masalah nafkah 

Ma>d}iyah anak seperti:  

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan 

anak 

3) Kompilasi Hukum Islam tahun 2014 

4) Yurisprudensi Mahkamah Agung 2007 

                                                           
24

  Ibid., 85. 
25

  Ibid. 
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3. Teknik pengumpulan data  

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini penulis 

mengunakan teknik sebagai berikut:
26

 

a. Wawancara (Interview) yaitu teknik memperoleh data dengan 

tanya jawab langsung secara lisan. Adapun dalam penelitian ini 

dengan hakim Pengadilan Agama Gresik. Wawancara ini 

dilakukan dengan pokok pertanyaan yang telah disiapkan 

kemudian dilanjutkan dengan variasi wawancara guna 

memperoleh data yang diperlukan. 

b. Dokumentasi yaitu suatu cara untuk memperoleh data dari buku-

buku, catatan-catatan yang berhubungan dengan nafkah Ma>d}iyah 

anak. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Data yang terkumpul baik dari lapangan maupun dari pustaka, 

diolah dengan menggunakan teknik :
27

 

a. Editing, yaitu memilih dan menyeleksi data tersebut dari 

berbagai segi yaitu, kesusuian, kelengkapan, kejelasan, relevansi 

dan keseragaman dengan permasalahan. 

b. Organizing, yaitu mengatur dan menyusun data sehingga 

menghasilkan bahan untuk menyususun laporan skirpsi ini. 

5. Teknik Analisis Data  

                                                           
26

 Sugioro, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, Cet VI (Bandung: Alfabeta, 2008), 231. 
27

 Ibid., 
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Setelah data selesai dikumpulkan dengan lengkap baik dari 

lapangan maupun dokumentasi, tahap berikutnya adalah tahap 

analisis. Seperti halnya teknik pengumpulan data, analisis data juga 

merupakan bagian yang penting dalam penelitian, karena dengan 

menganalisis, data dapat diberi arti dan makna yang jelas sehingga 

dapat digunakan untuk memecahkan masalah dan menjawab 

persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. 

Dalam penelitian ini sesuai dengan arah studi yang dipilih maka 

teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif analisis, 

yaitu metode yang menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci 

dan sistematis tentang pandangan hakim Pengadilan agama gresik 

terhadap nafkah Ma>d}iyah anak bagi isteri yang sudah menikah lagi. 

Kemudian menggunakan pola pikir deduktif artinya menganalisis 

data yang berangkat dari suatu yang umum atau jeneralisasi yang 

diuraikan menjadi contoh kongkrit atau fakta-fakta lapangan untuk 

menjelaskan kesimpulan. Metode ini digunakan untuk meneliti 

sebuah teori yang kemudian dibuktikan dengan pencarian fakta. 

Dalam hal ini banyak putusan yang menolak terhadap gugatan 

nafkah bagi anak dengan alasan kewajiban orang tua untuk menafkahi 

anaknya. kemudian penulis akan menganalisis pandangan hakim 

Pengadilan agama gresik terhadap nafkah Ma>d}iyah anak bagi isteri 

yang sudah menikah lagi yang tidak bisa digugat. Adapun analisis ini 

menggunakan ketentuan umum yakni kewajiban orang tua terhadap 
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anak. kemudian menggunakan tinjauan yuridis yaitu Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974tentang pernikahan, undang-undang No. 23 tahun 

2002 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum Islam sebagai 

dasar acuan dalam menganalisa pendapat, alasan dan dasar dari para 

hakim dalam masalah nafkah madliyah anak. 

 

I. Sistematika Pembahasan  

Dalam sistematika pembahasan ini akan diuraikan secara garis besar 

materi yang dibahas supaya diketahui gambaran mengenai skripsi ini dan 

supaya pembahasan skripsi ini lebih sistematis, yaitu sebagai berikut : 

Bab pertama merupakan pendahuluan, yang meliputi latar belakang 

masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode 

penelitian, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para 

pembaca kepada subtansi penelitian ini.  

Bab kedua berisi landasan teori, yang terdiri dari tinjauan umum 

tentang nafkah anak, meliputi pengertian anak, hak anak yang diterima 

dari orang tuanya, pengertian nafkah, nafkah Ma>d}iyah (lampau) anak, 

kadar pemberian nafkah, gugurnya kewajiban membayar nafkah, 

kewajiban orang tua terhadap anak berdasarkan Undang-undang No. 1 

Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Yurisprudensi dan Undang-undang 

Perlindungan Anak. 
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Bab ketiga merupakan data hasil penelitian yang menjelaskan tentang 

struktur organisasi Pengadilan Agama Gresik. wilayah kekuasaan 

Pengadilan Agama Gresik serta uraian pandangan hakim terhadap 

dikabulkan atau tidaknya gugatan nafkah Ma>d}iyah anak bagi isteri yang 

sudah  menikah lagi.  

Bab keempat merupakan kajian analisis yuridis terhadap pandangan 

hakim Pengadilan agama gresik terhadap nafkah Ma>d}iyah anak bagi ibu 

yang sudah menikah lagi.  

Bab kelima merupakan penutup yang memuat kesimpulan dari 

jawaban rumusan masalah dan saran. 
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BAB II 

NAFKAH ANAK DALAM RUMUSAN YURIDIS 

 

A. Pengertian dan Hak Anak yang diterima dari Orang Tuanya 

1. Pengertian Anak 

Pengertian anak  secara umum dipahami masyarakat adalah 

keturunan kedua setelah ayah dan ibu. Sekalipun hasil dari hubungan 

yang tidak sah secara kacamata hukum. Anak mengandung banyak arti 

apalagi bila kata anak diikuti dengan kata lain misalnya anak turunan, 

anak kecil, anak sungai, anak negeri, dan lain sebagainya.
1
 Anak adalah 

putra putri kehidupan, masa depan bangsa dan Negara. Oleh karena itu 

anak memerlukan pembinaan agar dapat berkembang mental dan 

spiritualnya secara maksimal.
2
 

Pengertian anak dalam hukum perdata tidak diatur secara 

eksplisit. Pengertian anak selalu dihubungkan dengan kedewasaan, 

sedangkan kedewasaan tidak ada keseragaman dalam berbagai 

peraturan perundang-undangan di Indonesia. Sedangkan definisi anak 

menurut Hukum yang berlaku di Indonesia itu berfariasi menurut sudut 

pandang hukum itu sendiri.
3
 Pengertian anak menurut yuridis 

diantaranya yaitu 

                                                           
1
 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia  (Bandung: Grafika, 1992), 83. 

2
 Darwan Prints dalam Iman Jauhari, Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam (Jakarta: Pustaka 

Bangsa Press, 2003), 80. 
3
 Soepomo, Hak dan Kewajiban Anak (Bandung: Grafika, 2003),33. 
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a. Undang-Undang Indonesia  

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) pasal 330 

ayat 1 menyatakan bahwa anak adalah mereka yang belum 

mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin. 

Sedangkan dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang 

HAM pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap 

manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 

belum menikah, terrnasuk anak yang masih dalam kandungan 

apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
4
 

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak pasal 1 angka 1 menyebutkan bahwa 

anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) 

tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5
 

Adapun Undang-undang Nomor1 Tahun 1974 tidak lugas 

mengatur mengenai kapan seorang digolongkan sebagai anak. 

Adapun secara tersirat dalam pasal 6 ayat 2 menyatakan bahwa 

syarat perkawinan bagi seorang yang belum berumur 21 tahun 

harus mendapat ijin orang tuanya,dan pasal 7 ayat 1 menyatakan 

bahwa minimal usia anak dapat kawin yaitu pria 19 tahun dan 

wanita 16 tahun.
6
 

                                                           
4
 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak  (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), 17 

5
 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 

6
 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 18. 
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Di sisi lain, pasal 47 ayat 1 Undang-undang Nomor1 Tahun 

1974 menyatakan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau 

belum melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orang 

tuanya selama mereka tidak mencabut kekuasaan orang tuanya. 

Sedangkan dalam Inpres RI Nomor1 tahun 1991 tentang 

Kompilasi Hukum Islam mengenai batas usia dewasa diatur dalam 

pasal 98 ayat 1 dinyatakan bahwa dewasa adalah 21 tahun 

sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik dan mental ataupun 

belum pernah melakukan pernikahan.
7
 

Beberapa undang-undang diatas, anak yang dimaksud dalam 

pemberian nafkah ini adalah seseorang yang belum mencapai umur 

21tahun dan belum pernah menikah.
8
 

b. Yurisprudensi Mahkamah Agung  

Dalam yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik 

Indonesia, tidak ada keseragaman mengenai batas kedewasaan, 

sebagai gambaran dalam putusan Mahkamah Agung No. 53 

K/SIP/152 tanggal 1 Juni 1955 dinyatakan bahwa 15 tahun 

dianggap telah dewasa untuk kasus yang terjadi di wilayah Bali. 

Dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 601 K/SIP/1976, 

dinyatakan bahwa tanggal 18 November 1976 umur 20 tahun 

                                                           
7
 Shanty Dellyana, Wanita dan Anak di Mata Hukum  (Yogyakarta: Liberty, 1999), 18 

8
 Ibid,. 19 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

24 

dianggap telah dewasa untuk perkara yang terjadi di daerah 

Jakarta.
9
 

c. Hukum Kebiasaan (Hukum Adat dan Hukum Islam)  

Menurut hukum adat tidak ada ketentuan yang pasti kapan 

seseorang dianggap dewasa, Menurut penelitian Supomo tentang 

Hukum Perdata adat di Jawa Barat dijelaskan bahwa ukuran 

kedewasaan seseorang diukur dari segi:
10

 

1) Dapat bekerja sendiri. 

2) Cakap untuk melakukan apa yang di syaratkan dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab. 

3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri. 

Demikian pula dalam hukum Islam, batasan kedewasaan tidak 

berdasarkan hitungan usia, tetapi sejak ada tanda-tanda perubahan 

badaniah, baik bagi anak pria, demikian pula bagi anak wanita.
11

 

 

2. Hak-Hak Anak 

Tujuan dari pernikahan salah satunya adalah untuk memperoleh 

anak guna mempertahankan keturunan agar dunia ini tidak kosong dari 

jenis manusia. Anak Adalah hiasan kehidupan dan penerus keturunan 

yang akan meramaikan dunia dalam misinya sebagai khalifah di bumi. 

Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Dalam 

                                                           
9
 Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak (Medan: USU Press, 1998), 9. 

10
 Soepomo,et al., Hak dan kewajiban anak,…, 19 

11
 Ibid,. 20. 
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pandangan dunia internasional, hak-hak anak menjadi aktual sejak 

dibicarakan pada tahun 1942 yang dinyatakan dalam  Deklarasi Jenewa 

yang mengelompokkan hak-hak manusia dan memuat pula hak asasi 

anak. Selain itu hak anak dituangkan dalam Declaration On The Rights 

Of The Child yang dikenal dengan deklarasi hak asasi anak pada 

tanggal 20 November 1989.
12

 

Deklarasi hak asasi anak yang dicetuskan oleh PBB tersebut 

belum  dapat dipandang sebagai suatu ketentuan hukum positif. Oleh 

karena itu pemerintah Indonesia telah mengeluarkan keputusan 

Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 36 Tahun 1990 tentang 

pengesahan Convention on The Right of The Child. Langkah yang 

bijaksana pemerintah Indonesia, dilakukan pada tahun 1979 dengan 

mengundangkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 

Kesejahteraan Anak. Akan tetapi pada operasionalnya Undang-undang 

tersebut belum begitu mencerminkan suatu proses penegakan hak asasi 

anak yang lebih transparan.
13

 

 Pada bab tiga Undang-Undang tentang Perlindungan Anak 

mengatur mengenai hak dan kewajiban anak. Hak anak diatur jelas 

dalam ketentuan pasal 4 sampai dengan pasal 18, sedangkan kewajiban 

anak dicantumkan pada pasal 19. Hak anak yang tercantum dalam 

                                                           
12

 Yusuf  Thalib, Pengaturan Hak Anak dalam Hukum Positif (Jakarta: BPHN, 1984), 33. 
13

 Rina Wijayanti, Hak-hak Anak (Jakarta: Sinar Pustaka, 2010), 21. 
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Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut antara lain 

meliputi hak:
14

 

a. Setiap untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi 

secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta 

mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 

b. setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas dan status 

kewarganegaraan. 

c. setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir 

dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam 

bimbingan orang tua. 

d. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang 

tuanya sendiri. 

e. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai 

dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial. 

f. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka 

pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai 

dengan minat dan bakatnya. 

g. Memperoleh pendidikan luar biasa, rehabilitasi, bantuan sosial dan 

pemeliharaan taraf kesejahteraan social bagi anak yang 

menyandang cacat. 

h. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki 

keunggulan. 

                                                           
14

 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 34. 
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i. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari dan 

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan 

usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai 

kesusilaan dan kepatutan 

j. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul 

dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi dan berkreasi sesuai 

dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi 

pengembangan diri. 

k. Mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi 

(baik ekonomi maupun seksual), penelantaran, kekejaman, 

kekerasan, penganiayaan, ketidakadilan serta perlakuan salah 

lainnya. 

l. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan 

dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan 

itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan 

pertimbangan terakhir. 

m. Memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan 

atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. 

n. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. 

o. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang 

dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau 

bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum 

yang berlaku, serta membela diri dan memperoleh keadilan di 
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depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam 

sidang tertutup untuk umum, bagi setiap anak yang dirampas 

kebebasannya. 

p. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau 

pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum 

q. Mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya, bagi setiap 

anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana. 

Dalam usaha menciptakan kesejahteraan anak di Indonesia, maka 

perlu dalam era pembangunan hukum nasional beberapa aturan hukum 

yang mengatur anak, mendapat perhatian khusus dan perlu pula 

diselamatkan dengan kebutuhan anak-anak sesuai dengan zamannya. 

Masalah perlindungan hukum bagi anak, merupakan salah satu cara 

untuk melindungi anak-anak Indonesia sebagai tunas bangsa.
15

 

Perlindungan anak merupakan suatu usaha yang mengadakan 

kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. 

Adapun perlindungan anak ini juga merupakan perwujudan adanya 

keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian perlindungan anak 

harus sedapat mungkin diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan 

bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak mengutamakan 

kepentingan anak dari pada kepentingan orang tua.
16

 

 

                                                           
15

 Abdul Rozak Husein, Hak Anak dalam Islam ( Jakarta: fikahati Aneka, 1992), 44 
16

 Iman Jauhari, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Keluarga Poligami (Medan: USU 

Press, 2001), 20. 
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B. Nafkah Ma>d}iyah Anak 

1. Pengertian Nafkah 

Nafkah berarti belanja, kebutuhan pokok yang dimaksudkan 

adalah kebutuhan pokok yang diperlukan oleh orang-orang yang 

membutuhkannya. sebagian ahli fiqih berpendapat bahwa yang 

termasuk dalam kebutuhan pokok itu adalah pangan, sandang, tempat 

tinggal. sementara ahli fiqih yang lain berpendapat bahwa kebutuhan 

pokok itu hanyalah pangan.
17

 

Mengingat banyaknya kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga 

tersebut dapat dipahami bahwa kebutuhan pokok minimal adalah 

pangan, sedangkan kebutuhan yang lain tergantung kemampuan orang 

yang berkewajiban membayar atau menyediakannya dan 

memenuhinya.
18

 

Sedangkan menurut kamal muchtar, nafkah berarti belanja, 

kebutuhan pokok. maksudnya ialah kebutuhan pokok yang diperlukan 

oleh orang-orang yang membutuhkan.
19

 adapun yang dimaksud dengan 

nafkah menurut istilah ialah belanja, belanja disini merupakan 

memenuhi segala kebutuhan istri, meliputi makanan, pakaian, tempat 

tinggal dan lain-lain yang termasuk kebutuhan rumah tangga pada 

                                                           
17

 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat (Semarang: CV. Thoha Putra, 2003), 19 
18

 Ibid, 20 
19

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), 

15 
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umumnya. selain tempat tinggal. selain tempat tinggal maka keperluan 

rumah tangga yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi:
20

  

a. Belanja dan keperluan rumah tangga sehari-hari. 

b. Belanja pemeliharaan kehidupan anak-anak 

c. Belanja sekolah dan pendidikan anak-anak 

Sedangkan Ma>d}iyah berasal dari kata (ضى ما)  dalam bahasa arab 

mempunyai arti lampau atau terdahulu.
21

 dan disebutkan dalam kamus 

bahasa Indonesia bahwa kata lampau memiliki dua makna yaitu 1) lalu, 

lewat, dan 2) lebih, sangat.
22

 Sehingga dari dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa yang dimaksud nafkah Ma>d}iyah anak adalah 

nafkah lampau atau nafkah terhutang yakni nafkah yang pada waktu 

setelah terjadinya akad nikah tidak dibayarkan seorang ayah kepada 

anaknya.
23

 

Seperti yang sudah dipaparkan diatas bahwa dengan 

terselenggaranya akad nikah menimbulkan adanya hak dan kewajiban 

antara suami dan istri. diantara kewajiban suami terhadap istri dan 

anak yang paling primer adalah member nafkah baik berupa makanan, 

pakaian maupun tempat tinggal. jika nafkah baik batin maupun batin 

tidak dipenuhi oleh salah satu pihak, maka seperti halnya dalam kasus 

lainnya para pihak dapat mengadukannya dihadapan pengadilan. baik 

                                                           
20

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan, 44 
21

 Adip Bisri Dan Munawwir Al-Fatah, Kamus Al-Bisri (Jakarta: Pustaka Progresif, 1999), 174 
22

 Hartono, Kamus Praktis Bahasa Indonesia ( Jakarta: Rineka Cipta, 1996), 60 
23

 Ahmad rifa’I, Islam dan Masalah Kontemporer, 33 
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berupa gugatan rekonvensi
24

 yang diajukan istri karena kelalaian suami 

tidak menafkahi setelah perkawinan terjadi.
25

 

 

C. Kadar Pemberian Nafkah 

Pada dasarnya nominal kadar nafkah tidak dijelaskan dalam al-

Qur’anmaupun hadist. Al-Qur’an dan hadis hanya menyebutkan al-ma’ruf 

yang menunjukan bahwa suami harus memberikan nafkah yang baik kepada 

istri dan anaknya. sehingga kata al-ma’ruf yang masuk dalam katagori 

‘amm tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dikalangan para fuqoha’ 

dengan alasan dan pandangannya masing-masing. akan tetapi ada juga yang 

berpendapat bahwa penyebutan kata al-ma’ruf yang umum tersebut 

merupakan upaya menjaga arah kebijaksanaan al-Qur’an dan hadist, 

sehingga tetap relevan disetiap masa dan tempat.
26

  Adapaun ketentuan 

kadar nafkah juga tidak tercantum dalam hukum positif yang ada di 

Indonesia. 

Tidak adanya ukuran kadar dalam ketentuan bisa sangat 

mempengaruhi nafkah Ma>d}iyah yang belum terbayarkan. sehingga dalam 

kasus tersebut sangat diperlukan ijtihad atau pengarahan akal pikiran oleh 

para hakim, meskipun begitu ulama empat madzhab telah menawarkan 

                                                           
24

 Gugat balasan atau gugatan yang diajukan tergugat sebagai gugatan balasan terhadap gugatan 

yang diajukan penggugat kepadanya. lihat dalam sarwono, Hukum Acara Perdata Teori Dan 
Praktek (Jakarta: sinar Grafika, 2012) 56 
25

 Kamal Muohtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 20 
26

 Ibrahim Jamal, Ibadah, Muamalah Dan Suluk (Jakarta: Imtiyaz, 2002) 192 
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ketentuan kadarnya sesuai dengan ijtihad dan penggalian dalilnya masing-

masing. 

Pendapat golongan malikiyyah hanafiyyah dan hanabilah berpendapat 

bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. maka mereka menyerahkan 

kepada ijtihad msing-masing hakim di derahnya. Suami wajib memberi 

nafkah kepada isteri dan anaknya secukupnya yang meliputi makanan, 

daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala 

kebutuhan  yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan pada 

umumnya. mereka menetapkan jumlah nafkah bagi isteri ditetapkan sesuai 

dengan kemampuan suami, baik kaya ataupun miskin, bukan melihat 

bagaimana keadaan isteri maupun anaknya.
27

 

Pendapat golongan shafi’iyyah dalam menetapkan takaran nafkah 

bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi sesuai dengan kemampuan. 

Sehingga mempertimbangkan kaya dan miskin keadaan seorang suami, 

bagi suami yang kaya (musir) ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 

mud. sedangkan bagi yang miskin (mu’sir) ditetapkan satu sari 1 mud dan 

bagi yang sedang (mutawassit) 1 1/2 mud.
28

 

Adapun tidak adanya ketentuan yang pasti mempengaruhi kadar 

nafkah, tetapi suami wajib memberi nafkah kepada isteri dan anak secara 

al-ma’ruf. akan tetapi apabila kemudian tidak memberikan nafkah Ma>d}iyah 

kepada isteri khususnya anak maka nafkah itu akan menjadi hutang yang 

harus dipertanggung jawabkan. Hutang dalam hal ini sama dengan hutang-

                                                           
27

 Abdullah Zaki Alkaf, Terjemah Fiqih Empat Mazhab (Bandung: Hasyimi, 2013), 389 
28

 Ibid., 388 
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piutang lainnya yang sah, yang tidaka akan gugur dari tanggung jawabnya, 

kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Akan tetapi jika seorang hakim 

telah menentukan jumlah nafkah kemudian ekonomi  sang suami berubah 

maka ketentuan itu juga diubah sesuai dengan perubahan ekonomi. Artinya, 

jika ekonomi membaik maka nafkahnya bertambah, dan jika ekonominya 

melemah maka nafkahnya berkurang.
29

 

 

D. Gugurnya Kewajiban Membayar Nafkah 

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang isteri terikat 

hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak 

menikmatinya terus menerus. maka tepat kiranya Islam mewajibkan suami 

memberikan nafkah kepada isteri dan juga anak-anaknya. Isteri wajib taat 

kepada suami, tinggal dirumahnya mengurus rumah tangganya, serta 

memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya suami bertanggung 

jawab untuk memenuhi kebutuhan isteri dan anak-anaknya, memberi 

belanja kepada keduanya selama ikatan sebagai suami isteri masih terjalin 

dan isteri tidak berbuat durhaka (nusyuz) terhadap suami, atau karena ada 

hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.
30

 

Oleh karena itu nafkah haruslah diberikan kepada isteri saat setelah 

perkawinan dilangsungkan dan nafkah anak semenjak dilahirkan. Maka, 

jika nafkah tersebut tidak dipenuhi, ada kewajiban suami untuk membayar 

hutang nafkah yang belum terbayarkan. Karena hutang nafkah adalah 

                                                           
29

 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu (Jakarta: Darulfikri, 2011), 120 
30

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 24 
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merupakan hutang suami yang wajib dilunasi, sehingga hal tersebut disebut 

dengan nafkah Ma>d}iyah (nafkah terhutang).
31

 

Pembayaran nafkah anak memang wajib bagi suami, akan tetapi 

apabila suami dalam keadaan benar-benar tidak mampu maka dibebaskan 

atau gugur dalam melaksanakan kewajiban membayar nafkah, sehingga 

dapat beralih kepada isteri atau keluarga terdekatnya. ketidak mampuan 

dalam hal ini dapat disebabkan:
32

 

a. karena ketidak berdayaannya, atau yang dalam hukum perdata dikenal 

dengan istilah Onmacht. Dimana yang bersangkutan memang tidak 

berdaya untuk melaksanankan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya 

disebabkan faktor fisik seperti cacat atau sakit, yang membuatnya 

benar-benar tidak mungking dapat memenuhi kewajibannya tersebut 

sebagaimana semestinya. 

b. karena suatu keadaan (situasi) darurat, atau yang dalam hukum perdata 

dikenal dengan istilah Overmacht. Dimana ayah bersangkutan tidak 

dapat melakukan kewajibannya memenuhi nafkah anaknya karena factor 

keadaan darurat yang datang dari luar. Misalnya karena terjadi bencana 

alam, atau ayah bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun 

atau karena situasi kacau seperti perang atau kerusuhan yang meluas. 

Adapun tidak ada ketentuan atau aturan yang pasti mengenai ukuran 

maupun tidak mampunya seorang suami dalam membayar nafkah, sehingga 

                                                           
31

 Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Dimata Hukum, 56 
32

 Slamet Abidin Dan Aminuddin, Hukum Perkawinan di Indonesia (Jakarta: Pustaka Setia, 

1999), 173  
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dalam hal ini hakim dituntut melakukan ijtihad dengan melihat fakta-fakta 

yang terjadi, baik dari pengakuan masing-masing pihak atau para saksi. 

Sehinga hal tersebut bisa dijadikan pertimbangan dalam memutuskan 

perkara dengan adil.
33

 

Karenanya sudah dianggap benar jika  seorang isteri mengajukan 

gugatan atas hak yang tidak terpenuhi dimasa lalu ketika ia masih dianggap 

sah terkait dalam sebuah perkawinan. Hal ini menjadi hal mutlak isteri, 

sejumlah yang terhutang oleh suaminya selama masih berlangsungnya 

hubungan perkawinan antara mereka berdua. demikian pula jika suami 

meninggal dunia, maka hutang tersebut harus dibayarkan kepada isterinya, 

sebelum harta peningalannya dibagikan kepada para ahli waris. kecuali jika 

isteri mengugurkan hutang suaminya secara suka rela dan bukan karena 

paksaan. maka dengan demikian hutang nafkah tersebut dianggap gugur.
34

 

Ulama Malakiyyah berpendapat bahwa jika ekonomi suami sedang lemah 

maka gugur kewajibannya member nafkah kepada isteri.
35

 

 

E. Kontruksi Hukum Nafkah Anak 

1. Kewajiban orang tua terhadap anak dalam perseptif undang-undang 

No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan 

Suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah 

tangga masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 

                                                           
33

 Ibid., 174 
34

 Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqih Praktis Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, Dan Pendapat 
Para Ulama (Jakarta: Mizan, 2002), 139 
35

 Wahbah Az-Zuhaili, Fikih Islam Wa Adillatuhu , 125 
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Disamping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan 

ditepati satu sama lain. Apabila suami atau isteri malaikan 

kewajibannya masing-masing pihak suami atauisteri dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan.
36

 

Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, 

baik mencakup nafkah lahir maupun batin terhadap isteri ataupun 

nafkah terhadap anak. Hal tersebut merupakan salah satu pokok yang 

harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada pelanggaran atau 

kelalaian, pihak yang dirugikannya ke pengadilan yang berwenang. 

Semuanya sudah diatur dalam  Bab VI Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Hak dan kewajiban suami dan isteri dan bab X 

tentang Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak.
37

 

Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam 

pasal 30 menyebutkan bahwa suami isteri memikul kewajiban yang 

luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari 

susunan masyarakat. Selanjutnya dalam dalam pasal 45 disebutkan 

sebagai berikut: 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik 

anak-anak mereka sebaik-baiknya, 2) Kewajiban orang tua yang 

dimaksud dalam ayat (1) pasal 1 berlaku sampai anak itu kawin atau 

berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan 

antara keduanya putus.
38

 

                                                           
36

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 55 
37

 Ibid., 59 
38

  Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 34 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

37 

Pada pasal 34 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa suami wajib 

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Lebih lanjut dam 

pasal 34 ayat 3 Undang-undang perkawinan dikatakan bahwa apabila 

suami atau isteri melalikan kewajibannya, masing-masing dapat 

mengajukan gugatan kepada pengadilan. ini berarti apabila suami 

tidak memberikan nafkah untuk keperluan hidup rumah tangganya, 

isteri dapat menggugat ke pengadilan negeri atau pengadilan agama 

(tergantung dari agama yang dianut oleh pasangan suami isteri).
39

 

Pasal ini memberi justifikasi bahwa kedudukan suami sebagai 

kepala  rumah tangga atau pemimpin bertanggung jawab memberikan 

nafkah atas keluarganya, artinya ia bertanggung jawab memberikan 

jaminan terhadap kebutuhan pihak-pihak yang berhak memperoleh 

nafkah yaitu istri dan anak-anaknya, baik untuk keperluan rumah 

tangga, pemeliharaan anak maupun pendidikan bagi anak sesuai 

dengan kemampuannya. Dalam peraturan Undang-undang 

Perkawinan, tidak ditetapkan besarnya nafkah yang harus diberikan, 

hanya dikatakan sesuai dengan kemampuan si suami.
40

 

Selanjutnya dalam pasal 47 dinyatakan sebagai berikut: 1) Anak 

yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah 

melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya 

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,2) Orang tua 

                                                           
39

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, 55 
40

 Ibid 
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mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di 

luar Pengadilan.
41

 

 

Kekuasaan orang tua ini dapat saja dicabut akan tetapi orang tua 

tidak dibebaskan dari kewajiban memberi biaya nafkah anak. Hal 

tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut:
42

  

1. Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya 

terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas 

permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus 

keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang 

berwenang dengan keputusan pengadilan dalam hal-hal: a) Ia 

sangat melalaikankewajibannya terhadap anaknya. b) Ia 

berkelakuan sangat buruk.  

2. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap 

berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan terhadap anak 

tersebut. 

 

Dijelaskan dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian ialah:
43

 

a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

Pengadilan memberi keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan 

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut 

 

Adapun dalam ketentuan pasal 41 huruf b, berdasarkan ketentuan 

tersebut diatas dapat diartikan bahwasanya tuntutan perceraian 

dengan tuntutan pemenuhan nafkah anak adalah dua hal yang 

                                                           
41

 Tim Citra Umbara, Undang-Undang Ri No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawina 
42

 Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, (Bandung: Grafika, 2002), 55 
43

 Tim Citra Umbara, Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 
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berbeda.  Maka dari itu bisa saja tuntutan pemenuhan nafkah anak 

diajukan terpisah dari tuntutan cerai.Setiap orang yang menahan hak 

orang lain untuk kemanfaatannya, maka  ia  bertanggung  jawab  

membelanjainya.  Hal  ini  sudah  merupakan kaidah umum. 

Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.
44

 

 

2. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Perspektif Kompilasi 

Hukum Islam 

Pandangan ajaran Islam terhadap anak menempatkan anak dalam 

kedudukan yang mulia. Anak mendapat kedudukan dan tempat yang 

istimewa dalam Nash al-Qur’andan al-Hadits. Oleh karena itu, anak 

dalam pandangan Islam harus diperlakukan secara manusiawi, diberi 

pendidikan, pengajaran, keterampilan dan akhlaaqul kariimahagar 

anak itu kelak bertanggung jawab.
45

 

Masalah anak dalam pandangan al-Qur’anmenjadi tanggung 

jawab kedua orang tuanya. Adapun salah satu tanggung jawabnya 

adalah pemberian nafkah anak. Biaya nafkah anak tidak hanya 

menyangkut biaya sandang, pangan, dan tempat tinggal anak semata, 

akan tetapi juga biaya pendidikan anak. Pendidikan ini penting 

disebabkan dalam ajaran Islam anak merupakan generasi pemegang 

tongkat estafet perjuangan dan khalifah di muka bumi.
46

 

                                                           
44

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional,56 
45

 Abdul Rozak Husein, Hak Anak Dalam Islam, 33. 
46

 Kamal Muchtar, Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, 24. 
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Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 

tentang  Kompilasi Hukum Islam memuat hukum material tentang 

perkawina kewarisan dan wakaf yang merumuskan secara sistematis 

hukum di Indonesia secara konkret. Maka untuk itu dalam hal ini 

perlu dirujuk mengenai ketentuan-ketentuan dalam Kompilasi 

Hukum Islam yang mengatur tentang kewajiban orang tua terhadap 

anak.
47

 

Pengaturan nafkah anak dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) 

dapat dilihat dalam pasal 80 ayat 2, yaitu bahwa suami wajib 

melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 

berumah tangga sesuai  dengan kemampuannya. Selanjutnya dalam 

ayat 4 disebutkan bahwa sesuai dengan penghasilannya, suami 

menanggung: a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b. 

biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri 

dan anak, c. biaya pendidikan bagi anak. Selanjutnya  dalam pasal 81 

ditegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi 

isteri dan anak-anak.
48

 

Kewajiban suami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam 

Pasal 40  ayat 4 point (b) dan point (c). Dalam point (b) menyebutkan 

bahwa suami menanggung biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan 

                                                           
47

 Wirjono Projodikoro, Hukum Perkawinan Di Indonesia, 57 
48

 Tim Redaksi Nuansa Aulia, Kompilasi  Hukum Islam, 34 
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biaya pengobatan bagi isteri dan anak. Sedangkan dalam point (c) 

juga disebutkan biaya pendidikan bagi anak.
49

 

Pada pasal 156 huruf d menyebutkan bahwa akibat putusnya 

perkawinan karena perceraian ialah semua biaya hadhanah dan nafkah 

anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang 

kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri 

sendiri (21 tahun).
50

 

Dalam pasal 77 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:
51

 

1. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan 

rumah tangga yang sakinah mawadah dan warahmah yang 

menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. 

2. Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara 

anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani 

maupun  kecerdasannya dan pendidikan agamanya. 

Adapun apabila ditemukan sebuah fakta apabila orang tua 

dianggap  tidak mampu dalam  memenuhi kewajibannya maka  hal 

kewajiban tersebut bisa beralih. Dalam Pasal 98 Kompilasi Hukum 

Islam tentang pemeliharaan anak ditegaskan bahwa Pengadilan 

Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu 

                                                           
49

 Ibid., 20 
50

 Ibid., 39 
51

 ibid., 28 
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menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak 

mampu.
52

 

Anak berhak atas penghidupan yang layak, tidak dibeda-bedakan 

dan tidak diperlakukan diskriminatif. Anak pun tidak berhak untuk 

dieksploitasi, baik oleh orang tuanya maupun masyarakat atau 

Negara. Rasulullah tidak pernah mengeksploitasi anak baik dalam 

ekonomi maupun seksual atau gender. Ubadah bin Al Walid berkata, 

Rasulullah bersabda, ‚Berilah mereka makan dari apa yang kalian 

makan dan berilah mereka pakaian dari apa yang kalian pakai‛
53

 

 

c. Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Perspektif Undang-

Undang Perlindungan Anak 

Pembentukan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak didasarkan pada pertimbangan bahwa 

perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan landasan 

yuridis dan bagian penting dari kegiatan pembangunan nasional, 

khususnya dalam mewujudkan kehidupan anak dalam berbangsa dan 

bernegara.
54

 Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik 

dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-

tengah keluarganya sendiri, maka Negara dalam hal ini pemerintah 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak 

                                                           
52

 Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional, 58 
53

 Maftuh Asnan, Dkk. Risalah Fiqh Wanita. 23 
54 Aminah Aziz, Aspek Hukum  Perlindungan Anak  (Medan: Usu Press, 1998), 33 
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Pasal 3 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak menyebutkan 

bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya 

hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, 

berakhlak mulia dan sejahtera.
55

 

Menurut RI Suharhin, C. disebutkan bahwa demi pertumbuhan 

anak yang baik orang tua harus memenuhi kebutuhan jasmani seperti 

makan, minum, tidur, kebutuhan keamanan dan perlindungan 

kebutuhan untuk dicintai orang tuanya, kebutuhan harga diri (adanya 

penghargaan) dan kebutuhan untuk menyatakan diri baik, secara 

tertulis maupun secara lisan. Selain itu M. Yahya Harahap 

menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak 

adalah:
56

 

1. Tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberikan 

pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup 

anak, 

2. Pemeliharaan yang berupa pengawasan, pelayanan serta 

pencukupan nafkah anak tersebut adalah bersifat continoue (terus 

menerus) sampai anak itu dewasa. 

                                                           
55

 Shanty Dellyana, Wanita Dan Anak Di Mata Hukum, 55 
56

 Bagong Suyanto,Dkk,Tindak Kekerasan Terhadap Anak Masalah dan Upaya Pemantauaannya, 

Hasil Lokakarya dan Pelatihan (Surabaya: Lutfhansah Mediatama, 2000), 1 
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Adapun pembahasan hak dan kewajiban anak dalam Undang-

undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 terdapat pada Bab 

III dari pasal 4 sampai pasal 19. Sedangkan pasal 26 Undang-undang 

Perlindungan Anak mengatur mengenai kewajiban dan tanggung 

jawab orang tua terhadap anak. Adapun dalam pasal 26 disebutkan. 

1. Orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk:
57

 

a. Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. 

b. Menumbuhkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan 

minatnya. 

c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak. 

2. Dalam hal orangtua tidak ada atau karena suatu kewajiban dan 

tanggung jawabnya maka kewajiban dan tanggung jawab 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada 

keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundan-undangan yang berlaku. 

Apabila orang tua tidak ada, tidak dapat melaksanakan 

kewajiban dan tanggung jawabnya, atau tidak diketahui 

keberadaannya, maka kewajiban dan tanggung jawab orang tua atas 

anak dapat beralih kepada keluarga sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.
58

 

Adapun dalam pasal 30 Undang-undang Perlindungan Anak juga 

menyebutkan bahwa: 1) Dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud 

                                                           
57

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
58

 Aminah Aziz, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 33 
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dalam Pasal 26, melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat 

dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat 

dicabut, 2) Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan 

kuasa asuh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui 

penetapan pengadilan.
59

 

Sesuai dengan ketentuan di atas jelas dan tegas untuk meminta 

tanggung jawab mantan suami atas pemenuhan nafkah anak harus 

dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan gugatan mengenai hal 

tersebut ke Pengadilan. Mengupayakan pemenuhan kewajiban 

mantan suami untuk memberi nafkah anak bisa juga dilakukan 

melalui jalur hukum pidana. Untuk hal ini terlebih dahulu harus 

mengupayakan laporan polisi bahwa mantan suami telah melakukan 

penelantaran anak. 

Demikian urgen dan tegasnya ketentuan mengenai kewajiban 

ayah atas nafkah anak, sehingga dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 2002 pasal 13 ayat 1 huruf c disebutkan bahwa setiap anak 

berhak mendapat perlindungan dari perlakuan penelantaran, yakni 

tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban 

untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana 

mestinya.
60

 

Sedangkan dalam pasal 77 huruf b disebutkan bahwa setiap 

orang yang dengan sengaja melakukan tindakan penelantaran 

                                                           
59

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
60

 Irma Setyowati Soemitro, Aspek Hukum Perlindungan Anak, 43. 
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terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami sakit atau 

penderitaan, baik fisik, mental maupun sosial, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
61

 

Disebut penelantaran anak bagi orang tuanya apabila orang 

tuatersebut melakukan tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan 

sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat, atau mengurus anak 

sebagaimana mestinya. 

                                                           
61

 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 
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BAB III 

KETENTUAN NAFKAH MA>D}IYAH ANAK DALAM 

PERSPEKTIF HAKIM PENGADILAN AGAMA GRESIK 

 

A. Gambaran Umum Peradilan Agama Gresik 

1. Kedudukan Peradilan Agama 

UUD 1945 dalam perubahan ketiga yang disahkan pada tanggal 

10 November 2001 menentukan: ‚susunan, kedudukan, keanggotaan, 

dan hukum acara Mahkamah Agung, serta badan peradilan 

dibawahnya diatur dengan undang-undang‛.
1
 

a. Kedudukan Peradilan Agama/Mahkamah Syar’iyah 

1) Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakian bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, 

mengenai perkara, perdata tertentu yang diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah pada Perubahan pertama 

berupa Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan Perubahan 

kedua berupa Undang-Undang No. 50 Tahun 2009. 

2) Mahkamah Syar’iyah merupakan pengadilan bagi setiap 

orang yang beragama Islam dan berada di Aceh. 

b. Dasar Hukum Keberadaan Peradilan Agama/ Mahkamah 

Syar’iyah 

                                                           
1
 UUD 1945, pasal 24 ayat 5 
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1) Pasal 24 ayat (2) dan (3) UUD 1945 beserta amandemennya. 

2) Pasal 18 dan Pasal 25 UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 

Kekuasaan  Kehakiman. 

3) Pasal 2, 3, dan 3A UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama sebagaimana telah diubah dalam Perubahan Pertama 

berupa UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua berupa UU 

No. 50 Tahun 2009. 

4) Pasal 128 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh. 

 

2. Wewenang Pengadilan Agama Gresik 

Peradilan adalah proses pemberian keadilan disuatu lembaga 

yang disebut Pengadilan. Pengadilan pada dasarnya adalah lembaga 

atau badan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan 

menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang 

Bergama islam di bidang  Perkawinan, Kewarisan, wasiat, hibah, 

wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.
2
 

Peradilan Agama dalam sistem peradilan nasional Indonesia 

disamping Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata 

Usaha Negara merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman 

dalam Negara Republik Indonesia. Keempat lembaga peradilan itu 

                                                           
2 Mahkamah Agung Ri, Pedoman Pelak sanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama BUKU II ( 

Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2014), 55. 
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mempunyai kedudukan  yang sama, sederajat dengan kekuasaan yang 

berbeda.  

Kompetensi (wewenang) Peradilan Agama terdiri dari Kompetensi 

Relatif dan Kompetensi absolut :  

a. Kompetensi Relatif 

Kompetensi relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan 

wilayah atau daerah. Sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat (1) 

UU No. 50 Tahun 2009 atas perubahan UU No. 3 tahun 2006 tentang 

Peradilan Agama yang menyatakan bahwa peradilan agama 

berkedudukan di Ibukota kabupaten/kota daerah hukumnya meliputi 

wilayah kabupaten/kota, dengan membawahi 13 diantaranya yaitu: 

1) Kecamatan Gresik 

2) Kecamatan Kebomas 

3) Kecamatan Menganti 

4) Kecamatan Manyar 

5) Kecamatan Sidayu 

6) Kecamatan Crème 

7) Kecamatan Ujungpangkah. 

b. Kompetensi Absolut 

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang 

beruhubungan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau 

tingkatan pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau 
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jenis pengadilan atau tingkat pengadilan lainnya.
3
 Dalam 

melaksanakan kekuasaan absolut, berdasarkan UU No. 50 Tahun 

2009 atas perubahan UU No. 3 Tahun 2006, bahwa Peradilan Agama 

adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 

keadilan yang beragama islam mengenai perkara tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Dengan kata lain 

kewenangan absolute wewenang mutlak adalah menyangkut 

pembagian kekuasaan (wewenang) mengadili antar peradilan.
4
 

Wewenang mengadili bidang-bidang perkara ini bersifat mutlak, 

artinya apa yang telah ditentukan menjadi kekuasaan yurisdiksi suatu 

lingkungan peradilan, menjadi kewenangan mutlak baginya untuk 

memeriksa dan memutus perkara, tanpa bisa diintervensi oleh 

lingkungan peradilan lain.
5
 

Adapun kekuasaan dan kewewenagan Peradilan Agama adalah 

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama 

antara orang-orang yang beragama islam dibidang perkawinan, 

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan shadaqah berdasarkann hukum 

islam, serta ekonomi Syariah.
6
 

 

 

                                                           
3
 Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Perdailan Agama  (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 27. 

4
 Mahkamah Agung Dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan 

Tuggas Dan Administrasi Peradilan Agama II, 80. 
5
 M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama UU No.7 Tahun 1989 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 102. 
6
 Mahkamah Agung Dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, Buku Pedoman Pelaksanaan 

Tuggas Dan Administrasi Peradilan Agama II, 80. 
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3. Fungsi Pengadilan Agama 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Pengadilan Agama 

mempunyai fungsi sebagai berikut:
7
 

a. Memberikan pelayanan Tekhnis Yustisial dan Administrasi 

Kepaniteraan bagi perkara Tingkat Pertama serta Penyitaan dan 

Eksekusi. 

b. Memberikan pelayanan di bidang Administrasi Perkara banding, 

Kasasi, dan Peninjauan Kembali serta Administrasi Peradilan 

lainnya. 

c. Memberikan pelayanan administrasi umum pada semua unsur di 

Lingkungan Pengadilan Agama. 

d. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang 

Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, 

apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-

Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas 

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan 

pembagian harta peninggalan diluar sengketa antara orang-orang 

yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam 

sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang 

                                                           
7
 http://www.pa-gresik.go.id/index.php/en/profil-lembaga/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi. 

html, diakses pada 19 Mei 2017. 

http://www.pa-gresik.go.id/index.php/en/profil-lembaga/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi
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Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Waarmerking 

Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan 

deposito / tabungan, pensiunan dan sebagainya. 

f. Melaksanakan tugas - tugas pelayanan lainnya seperti 

penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama, 

pelayanan riset / penelitian dan sebagainya. 

 

B. Peraturan Tidak Dibolehkannya Gugatan Nafkah Ma>d}iyah Anak 

Gugatan nafkah Ma>d}iyah anak pertama kali muncul pada 

yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608/K/MA/2003 tanggal 23 

Maret 2005 yang melahirkan tiga kaidah hukum. diantaranya adalah 

berhubungan dengan nafkah Ma>d}iyah anak yang tidak terbayarkan. dalam 

pertimbangannya, Majlis Hakim kasasi menyatakan ‚Bahwa kewajiban 

seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil al-intifa’ 

bukan lil al-tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan 

nafkah kepada anaknya (nafkah Ma>d}iyah anak) tidak bisa digugat‛.
8
 

Yurisprudensi mahkamah agung nomor 608/K/MA/2003 diatas dalil 

dijadikan dasar hakim untuk menyelesaikan masalah nafkah Ma>d}iyah 

anak. Berangkat dari yurisprudensi Mahkamah agung tersebut, penulis 

ingin mengetahui alasan hakim pengadilan agama gresik terhadap nafkah 

Ma>d}iyah anak bagi ibu yang sudah menikah lagi gugatan anak itu tidak 

                                                           
8 Tim Penyusun Mahkamah Agung, Yurisprudensi Mahkamah Agung 2009, 881. 
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dapat digugat dipengadilan karena tugas pengadilan adalah untuk 

menjawab pertanyaan dari seorang isteri yang ingin menggugat nafkah 

untuk anaknya yang tidak diberikan oleh suaminya.  

karena adanya yurisprudensi yang dijadikan pedoman dalam buku 

pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama terdapat dalam 

bagian pedoman khusus nomer 15 point a yang berbunyi ‚ nafkah anak 

merupakan kewajiban ayah, dalam hal ayah tidak mampu, ibu 

berkewajiban untuk member nafkah anak (pasal 41 huruf a dan b Undang-

undang No. 1 tahun 1974). oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban 

ayah dan ibu, maka nafkah lampau anak tidak boleh dituntut oleh isteri 

sebagai hutang suami.
9
 

  

C. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Gresik Tentang Nafkah Ma>d}iyah 

Anak Bagi Ibu Yang Sudah Menikah Lagi 

Kehadiran anak dalam perkawinan menimbulkan hubungan hukum 

yaitu hak  dan  kewajiban antara anak dan orang tua, salah satunya adalah 

mengenai kewajiban orang tua dalam menafkahi anak. Namun meskipun 

telah diatur dalam  berbagai peraturan perundang-undangan, pada 

kenyataannya masih banyak seorang ayah yang tidak tau bahkan sengaja 

melalaikan kewajiban memberi nafkah kepada anaknya. Begitupun dalam 

masyarakat masih bingung untuk menerapkan nafkah sesuai peraturan 

yang berlaku, kebanyakan dari mereka hanya bedasarkan kesepakatan 

                                                           
9
 Mahkamah Agung RI, Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama II, 223 
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bersama, juga jika terjadi permasalahan nafkah khususnya, tidak tau 

bagaimana seharusnya nafkah itu diberikan. Hal inilah yang menjadi 

tujuan untuk menjawab permasalahan ketidaktauan terhadap kewajiban 

membayar nafkah. 

Pandangan hakim Pengadilan Agama Gresik ini dimaksudkan untuk 

menilai dari sudut pandang hakim sebagai acuan menjawab permasalahan 

nafkah  anak yang tidak terbayarkan diperbolehkannya gugatan tersebut 

atau digugurkan dalam persidangan. Khususnya apakah jika seorang 

mantan isteri yang sudah menikah lagi boleh untuk menggugat nafkah 

bagi anaknya terhadap mantan suaminya (Ayah) dengan mengacu pada 

undang-undangan yang berlaku. 

Adapun hakim yang bisa untuk dimintai pendapatnya hanya dua 

hakim yang berkenan dikarenakan kesibukan masing-masing dari 

beberapa hakim di Pengadilan Agama Gresik. Dalam wawancara ini tidak 

bermaksud mengesampingkan hakim yang lainnya, akan tetapi atas sudah 

melalui perizinan yang sudah berlaku. 

Berdasarkan hasil wawancara yang sudah dilakukan penulis, maka 

berikut ini adalah pandangan para hakim Pengadilan Agama Gresik 

mengenai nafkah Ma>d}iyah anak bagi ibu yang sudah menikah lagi: 

1. Muhammad Aghfar Musyaddad, S.H. 

Menurut hakim Agfar Musyaddat nafkah anak pada dasarnya 

merupakan kewajiban kedua orang tua. Adapun jika seorang ayah lalai 

dalam memberi nafkah anak maka secara otomatis kewajiban memberi 
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nafkah tersebut berpindah kepada seorang ibu. Hal tersebut 

dikarenakan nafkah anak merupakan lil al-intifa’ bukan lil al-tamlik, 

sehingga nafkah anak apabila tidak diberikan seorang ayah maka tidak 

bisa dianggap sebagai hutang.
10

 

Kata intifa’ merupakan bentuk mas{dar yang berasal dari kata 

nafa’a yang berarti memberi manfaat atau berfaedah, kata intafa’a 

berarti memperolehkan atau mengambil manfaat, sedangkan al-intifa’ 

adalah bentuk mas{dar yang berarti al-istifad>{ah, yang berarti ‚untuk 

mengambil atau memperoleh manfaat‛. Sementara itu kata tamlik 

berasal dari kata malaka yamliku yang berarti memiliki, sehingga yang 

dimaksudlil tamlikadalah untuk penguasaan atau kepemilikan.
11

 

Dalam masalah nafkah Ma>d}iyah anak adalah lil al-intifa’ bukan lil 

al-tamlik, menguatkan kata lil al-intifa dalam pertimbangan peraturan 

mahkamah agung tersebut kemudian coba dimaknai oleh hakim tingkat 

banding, antara lain melalui putusan PTA Surabaya Nomor 79/Pdt. 

G/2010/PTA. sby tanggal 30 maret 2010/PTA.sby tanggal 30 maret 

2010?PTA.Sby tanggal 30 Maret 2010 menyatakan bahwa: 

kewajiban orang tua (ayah) untuk membayar nafkah Ma>d}iyah 

(lampau) anak adalah untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan 

apabila kebutuhan nafkah lampau itu telah terpenuhi, maka gugurlah 

‚kewajiban memberi nafkah Ma>d}iyah anak itu. Hal ini sejalan dengan 

                                                           
10

 Musyaddad, Wawancara, Gresik. 20 Mei 2017. 
11 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia Al Munawir, (Yogyakarta: Pondok Pesantren Al-

Munawir Krapyak, 1984)1455-1456 dan 1547 
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pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Fiqhi al-Islamiyyu wa 

‘Adillatuhu juz VII halaman 829 yang dalam hal ini diambil alih 

menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama. Adapun pertimbangan 

putusan perkara ini adalah menurut fuqoha, nafkah anak menjadi gugur 

dengan telah lampaunya masa, karena bukan pemilikan (lil al-tamlik) 

dan bukan merupakan hutang‛
12

 

Sebagaimana yang dikemukakan oleh hakim Muhammad Aghfar, 

maka dalam beberapa putusan tingkat pertama yang mengabulkan 

tuntutan nafkah Ma>d}iyah anak selalu dibatalkan ditingkat banding 

karena pertimbangan hakim tingkat pertama yang mengabulkan 

tuntutan nafkah Ma>d}iyah anak tidak tepat dan tidak mengikuti 

yurisprudensi yang sudah diterapkan sejak lama. Sekalipun mantan 

isterinya menikah lagi kewajiban menafkahi tetap pada kedua orang 

tuanya, karena tidak ada hubungan keperdataan antara anak tiri dengan 

ayah tiri meskipun anak tersebut ikut ibu yang dinikahi oleh suami 

yang baru, akan tetapi hanya masuk pada wasiat wajibah dalam 

kewarisan. 

Oleh sebab itu, menurut hakim aghfar musyaddat bahwa nafkah 

Ma>d}iyah anak seharusnya memang tidak bisa dituntut atau digugat 

karena pada dasarnya nafkah anak itu bukan kewajiban mutlak seorang 

ayah, tetapi kewajiban bagi kedua orang tuanya jadi sekalipun sudah 

bercerai dengan isteri dan pisah dengan anaknya, sang ayah tetap 

                                                           
12 Putusan PTA Surabaya nomor 79/pdt.G/2010/PTA.Sby tanggal 30 Maret 2010 
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berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya dimulai dari putusan 

sampai dewasa. 

Hakim Musyaddad mengatakan semua kembali pada hati nurani 

seorang ayah karena meskipun mantan isteri ingin melakukan gugatan 

kepada mantan suami di pengadilan kemudian yang digugat tidak 

pernah datang terus mau nuntut kemana? terus yang dieksekusi yang 

dieksekusi apanya? jadi gugatan tersebut akan menjadi ngambang 

tidak bisa dilanjutkan dan akhirnya tidak dapat dieksekusi.
13

 

Hakim Musyaddad mengatakan bahwa dalam sebuah perkara jika 

termohon tidak menghadiri dan tidak memenuhi panggilan pemohon 

maka akan susah untuk memutus sebuah perkara tersebut, jangankan 

nafkah Ma>d}iyah anak yang dituntut nafkah yang sudah ditentukan oleh 

hakim setelah putusan jarang ada seorang ayah yang bisa 

membayarkan secara terus menerus sesuai dengan putusan sampai yang 

ditetapkan oleh hakim dalam persidangan, semua dikembalikan kepada 

hati nurani seorang ayah.
14

 

2. Drs. M. Shohih, S.H, M.H 

Menurut hakim  M. Shohih selama  dia menjadi hakim nafkah 

Ma>d}iyah anak merupakan pemenuhan nafkah terlalaikan yang jarang 

sampai diperkarakan ke Pengadilan ketika terjadi permasalahan hak 

dan kewajiban orang tua terhadap anak.  Menurutnya yang  dimaksud  

dengan  nafkah Ma>d}iyah  anak  adalah  nafkah pada  masa  lalu  

                                                           
13

 Musyaddad, Wawancara, Gresik. 20 Mei 2017. 
14

 Ibid. 
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sebelum bercerai  tidak  dibayarkan  oleh  seorang  ayah  terhadap  

anaknya  baik  karena  tidak mampu atau sengaja melalaikan.
15

 

Nafkah anak menurut hakim M. Shohih merupakan kewajiban 

orang tua utamanya  seorang  ayah. Hal  tersebut  dengan  jelas  

disbutkan  dalam  pasal 41 Undang-undang  Nomor  1 Tahun  1974  

tentang  Perkawinan yang menyatakan: akibat putusnya perkawinan 

karena perceraian ialah: 

a. Baik ibu atau bapak serta berkewajiban memelihara dan mendidik 

anak-anaknya, semata-mata bedasarkan kepentingan anak, 

bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, 

pengadilan member keputusannya. 

b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan 

dan pendidikan yang diperlukan  anak itu, bila mana bapak dalam 

kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan 

dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk 

memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu 

kewajiban bagi bekas isteri.
16

  

 

Pasal 80 dalam  Kompilasi  Hukum  Islam. Sehingga  apabila  

tidak  ada  sebab  yang  mengharuskan  pengalihan  kewajiban  maka  

ayah  tetap  wajib  secara  hukum untuk menafkahi anak dengan  layak. 

Adapun gugatan nafkah Ma>d}iyah anak bagi seorang ibu yang 

sudah menikah lagi itu tidak mempengaruhi ketentuan yang sudah 

berlaku, dia tetap harus menafkahi anaknya meski dirinya sudah 

mempunyai suami baru karna sifat dasar nafkah anak adalah lil al-

intifa’ bukan lil al-tamlik. Jadi menurut  Hakim M. Shohih gugatan 

mantan isteri kepada mantan suami untuk anaknya tidak dapat 

                                                           
15

 M. Shohih, Wawancara, Gresik, 24 Mei 2017. 
16

  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 
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dikabulkan. Kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak baru dapat 

beralih kepada ibu bila ternyata ayah  memperoleh  cacat  biologis  

maupun  mental yang  menyebabkan  dirinya   tidak dapat bekerja 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari  seluruh  

anggota  keluarga.
17

 

Kewajiban seorang ayah dianggap gugur dalam menafkahi 

anaknya dikarenakan nafkah anaknya otomatis berpindah kepada ibu 

atau saudara-saudara lainnya, sehingga anak masih tetap dalam 

kecukupan baik sandang, pangan maupun ayahnya. Maka dalam hal ini 

kewajiban ayah bukan hutang yang harus dibayarkan. Biasanya dalam 

menjatuhkan putusan terhadap nafkah anak itu dipertimbangkan dari 

kondisi ayahnya dan juga diambil dari biaya persalinan dan selama 

menyusui sang ayah, maksudnya ibu sebagai perantara menyusui tapi 

ayah tetap member gizi dan vitamin melalui ibunya.
18

 

Pandangan lain dikemukakan oleh hakim M. Shohih yang kurang 

lebih sependapat dengan hakim Mohammad Aghfar Musyaddad, S.H, 

menurutnya nafkah Ma>d}iyah anak merupakan nafkah yang tidak dapat 

digugat. Akan tetapi seorang mantan isteri masih berhak menggugat 

suaminya di Pengadilan Agama apabila mantan suaminya dianggap 

lalai tidak memberi nafkah anak, karena masalah tersebut masuk dalam 

kewenangan relative Pengadilan Agama dengan pertimbangan 

perekonomian sang ayah. Meskipun begitu majelis hakim dalam 

                                                           
17

 Ibid., 
18

 M. Shohih, Wawancara, Gresik, 24 Mei 2017. 
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putusan nantinya tetap menolak gugatan nafkah Ma>d}iyah anak 

tersebut, karena telah jelas diatur dalam Yurisprudensi Nomor 608/K/ 

MA/ 2003 dan juga sudah lama tidak diajukan dianggap tidak ada 

masalah wujud barangnyapun sudah tidak ada.
19

 

Hakim M. Shohih juga megatakan bahwa penanganan tentang 

nafkah Ma>d}iyah anak harus dilakukan dengan cermat, hakim harus bisa 

mengungkap fakta yang terjadi selama proses berperkara di dalam 

Pengadilan. Sehingga bisa mengetahui apakah ayah tidak memberi 

nafkah karena sengaja  melalaikannya atau tidak mampu. Sebab hal 

tersebut bisa dijadikan salah satu pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan.
20

 

                                                           
19

 Ibid. 
20

 Ibid. 
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BAB IV 

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA GRESIK 

TENTANG NAFKAH MA>D}IYAH ANAK BAGI IBU YANG 

SUDAH MENIKAH LAGI DALAM PRESPEKTIF YURIDIS 

 

 
A. Analisis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama Gresik dalam hal 

tidak diperbolehkannya Gugatan Nafkah Ma>d}iyah Anak bagi ibu yang 

sudah menikah lagi 

Berdasarkan hasil wawancara, penulis kepada para hakim Pengadilan 

Agama Gresik, penulis telah mendapatkan data berupa pandangan hakim 

Pengadilan Agama Gresik tentang pandangan umumnya mengenai nafkah 

Ma>d}iyah anak serta khususnya mengenai nafkah Ma>d}iyah anak bagi ibu 

yang sudah menikah lagi. 

Dari uraian penjelasan serta keterangan dari beberapa hakim 

Pengadilan Agama Gresik, maka beberapa pendapat tersebut dapat 

dipetakan sebagai berikut: 

1. Tidak dapat dikabulkannya gugatan Nafkah Ma>d}iyah Anak bagi ibu 

yang sudah menikah lagi hakim yaitu hakim Musyaddad . Adapun 

alasan yang digunakan adalah bahwa nafkah anak merupakan 

kewajiban kedua orang tua bukan hanya kewajiban ayah. Adapun jika 

seorang ayah lalai dalam memberi nafkah anak maka secara otomatis 

kewajiban memberi nafkah tersebut berpindah kepada seorang ibu. 

Adapun hal tersebut dikarenakan nafkah anak merupakan lil al-intifa’ 

bukan lil al-tamlik, sehingga nafkah anak apabila tidak diberikan 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka kesimpulan yang 

diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan yaitu: 

1. Pandangan hakim Pengadilan Agama Gresik terhadap nafkah 

Ma>d}iyah anak bagi ibu yang sudah menikah lagi kedua hakim 

berpendapat tidak bisa digugat, adapun alasan yang digunakan adalah 

bahwa nafkah anak merupakan kewajiban kedua orang tua bukan 

hanya kewajiban ayah dikarenakan nafkah anak bersifat lil al-intifa’ 

sehingga jika tidak dibayarkan seorang ayah tidak dianggap hutang 

maka tidak dapat digugat, hanya berpatokan pada  hati nurani dan 

kesadaran seorang ayah untuk dapat memberikan nafkah kepada 

anaknya. 

2. Berdasarkan pandangan hakim ini dilihat dari yuridis yang telah 

dijelaskan diatas terhadap nafkah Ma>d}iyah anak bagi ibu yang sudah 

menikah lagi, tidak bisa dikabulkan gugatan tersebut dengan alasan 

karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil al-

intifa’, bukan lil al-tamlik, kurang relevan dengan beberapa peraturan 

yang lainnya. Seperti pada hukum positif dalam pasal 41 UU 

Perkawinan dan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa 
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ayah tetap wajib menafkahi anak meskipun orang tua bercerai hingga 

anak umur 21 tahun, kemudian pasal 13 dan 77 UU perlindungan 

anak menyebutkan bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari 

hal penelantaran dari perbuatan mengabaikan dengan sengaja 

kewajiban untuk memelihara, merawat, menafkahi anak sebagaimana 

semestinya. 

 

B. Saran 

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, dapat kiranya penulis 

memberikan saran: 

1. Hakim dalam memutuskan masalah gugatan nafkah Ma>d}iyah 

seharusnya tidak harus terpaku terhadap yurisprudensi nomor 

608/K/2003 saja. Akan tetapi diharapkan dapat mempertimbangkan 

fakta-fakta yang terjadi, sehingga tuntutan ibu untuk meminta hak 

anak dari seorang ayah kandungnya yang melalaikan dapat diberikan 

solusi hukum dalam bentuk putusan. 

2. Seorang isteri yang ingin menuntut hak anak kepada ayah 

kandungnya setelah bercerai harus mengetahui dan memahami 

tentang langkah-langkah hukum yang harus dilakukan juga sebelum 

putusan dipersidangan hendaknya gugatan tersebut juga disertakan 

dalam proses peradilan sehingga gugatan tersebut dapat langsung 

mendapat kejelasan dari hakin dan keadilan bisa benar-benar 

terwujud. 
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seorang ayah maka nafkah tersebut tidak bisa dianggap sebagai 

hutang. Hal tersebut berbeda dengan nafkah ma>d}iyah isteri yang 

memang pada dasarnya adalah lil al-tamlik sehingga nafkah isteri 

wajib dibayar dan bisa dituntut sebagai hutang. Penulis memahami 

dari hasil wawancara, bahwa dua hakim tersebut memiliki alasan 

mereka lebih berpegang kuat kepada fiqh Islam Wahbah Zuhaily dan 

Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 608/K/2003, sehingga lebih 

mengedepankan dasar hukum yang sudah berlaku. 

2. Gugatan Nafkah Ma>d}iyah anak yang diajukan oleh ibu yang sudah 

menikah lagi merupakan nafkah yang tidak dapat digugat. dengan 

alasan karena nafkah anak itu kewajiban kedua orang tua kandungnya 

dan tidak ada kaitannya dengan bapak tiri atau suami baru. 

Begitupun kewajiban seorang ayah untuk menafkahi anak baru dapat 

beralih kepada ibu bila ternyata ayah  memperoleh  cacat  biologis  

maupun  mental yang  menyebabkan  dirinya   tidak dapat bekerja 

mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan  sehari-hari  seluruh  

anggota  keluarga.  

Akan tetapi seorang mantan isteri masih berhak menggugat 

suaminya di Pengadilan Agama apabila mantan suaminya dianggap 

lalai tidak memberi nafkah anak, karena masalah tersebut masuk 

dalam kewenangan relative Pengadilan Agama dengan pertimbangan 

perekonomian keluarga. Meskipun begitu majelis hakim dalam 

putusan nantinya tetap menolak gugatan nafkah Ma>d}iyah anak 
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tersebut, karena telah jelas diatur dalam Yurisprudensi Nomor 608/K/ 

MA/ 2003 dan juga sudah lama tidak diajukan dianggap tidak ada 

masalah wujud barangnyapun sudah tidak ada. 

penulis memahami dari hasil dari wawancara, bahwa kedua hakim 

tersebut memiliki alasan yang hampir sama yaitu karena mereka lebih 

berpegang kuat pada fiqih islam dan yurisprudensi mahkamah agung 

nomor 608/K/2003. Adapun hal ini menurut penulis dipengaruhi juga 

dengan jarangnya mereka dalam menangani masalah nafkah anak 

selama mereka jadi hakim serta menyesuikan dengan keadaan  

kondisi masyarakat dan juga latar belakang kedua hakim ini yang 

merupakan para lulusan pondok pesantren yang kental sehingga 

mereka lebih erat memegang dasar hukum Islam salah satunya fiqh 

Islam dan menggunakan rujukan kitab-kitab salaf dalam memutus 

pekara. 

Penulis juga memahami sepenuhnya bahwa tuntutan ibu yang 

sudah lama bercerai bahkan sudah memiliki suami sekalipun atas 

pembayaran nafkah kepada seorang ayah tampaknya sangat sulit 

untuk diajukan dalam persidangan, dikarenakan sudah ada hukum 

dasar yang mengatur masalah nafkah terhadap anak. hanya hati 

nurani dari sang ayah dan keikhlasan seorang ibu dalam memelihara 

dan membesarkan anaknya meski dalam keluarga yang baru.  

Namun, kita tidak boleh berhenti pada kesimpulan tersebut, 

karena ada nilai tanggung jawab dalam berkeluarga yang ingin 
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dilestarikan dan dijaga. Pengadilan Agama tidak hanya berdiri 

sebagai penjaga dan pemelihara keadilan, namun lebih dari itu, 

perannya sebagai Peradilan Keluarga (family court) juga mengemban 

misi dalam menjaga dan melestarikan keluhuran nilai perkawinan dan 

tanggung jawab dalam berkeluarga. Maka akan sangat tidak adil jika 

hukum melakukan pembiaran terhadap kenyataan bahwa seorang 

ayah yang mampu untuk menafkahi anak dan tidak melaksanakan 

kewajibannya menafkahi dengan alasan anak tersebut dalam 

pengasuhan  ibu kandungnya yang sudah tidak hidup dalam satu 

keluarga lagi. 

 

B. Analisis Yuridis Terhadap Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Gresik Dalam Hal Nafkah Ma>d}iyah Anak Bagi Ibu Yang Sudah 

Menikah Lagi 

Kewajiban yang sangat mendasar bagi suami adalah nafkah, 

Kalimat sederhana untuk memberikan makna dari kata nafkah adalah 

belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan 

pokok pakaian dan perumahan atau dalam bahasa sehari-hari disebut 

sandang, pangan dan papan.
1
 

Setelah mencermati pandangan dari kedua Hakim Pengadilan 

Agama Gresik tentang tidak diperbolehkannya gugatan nafkah 

Ma>d}iyah anak terhadap ibu yang sudah menikah lagi, maka dalam hal 

                                                           
1
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia  (Jakarta: Kencana, 2006), 166 
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ini dari kedua pandangan tersebut penulis akan menganalisa secara 

Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. 

Adapun dari hasil pandangan hakim tersebut penulis mencoba 

manganalisis secara yuridis. Terkait pandangan hakim yang yang 

mengatakan tidak bisa digugat nafkah Ma>d}iyah anak bagi seorang ibu 

yang sudah menikah lagi dikarenakan mereka berpegang pada fiqih 

islam dengan merujuk kitab al-fiqhi al-Islamiyyu wa ‘Adillatuhu 

karangan syeihk wahbah al zuhaili dan Yurisprudensi Nomor 608/K/ 

MA/ 2003, dengan alasan nafkah Ma>d}iyah anak adalah lil intifa’ 

bukan lil tamlik 

Selepas dari bahasan kewajiban suami berupa ‚nafkah‛, menurut 

penulis, menolak begitu saja setiap gugatan nafkah Ma>d}iyah anak 

khususnya bagi ibu yang ingin mendapatkan hak bagi anaknya yang 

belum diberikan oleh ayah kandungnya meskipun dia sudah menikah 

lagi maksudnya nafkah Ma>d}iyah anak tersebut baru digugat setelah 

lama bercerai, dengan pendapat hakim menolak gugatan tersebut 

tidak dapat diterapkan secara mutlak. Hal ini dapat dilihat dari 

ketentuan dibawah ini: 

1. Kompilasi Hukum Islam menyatakan antara lain:
2
 

a. Pasal 80 ayat 4 huruf b dan c: Suami dengan penghasilannya 

menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya. 

                                                           
2
 kompilasi hukum islam 
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b. Pasal 156 huruf d: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian 

ialah semua biaya hadanah dan nafkah anak menjadi tanggungan 

ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak 

tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan antara lain:
3
 

a. Pasal 45 ayat 1 dan 2: Kedua orang tua wajib memelihara dan 

mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban orang tua 

tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. 

Kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara 

kedua orang tua putus. 

b. Pasal 41 huruf a dan b: Akibat putusnya perkawinan karena 

perceraian ialah: Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban 

memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan 

kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan 

anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya yaitu bapak yang 

bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan 

yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak 

dapat memenu kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan 

bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. 

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: 

a. Pasal 13 ayat 1 huruf c ‚Setiap anak berhak mendapat perlindungan 

dari perlakuan penelantaran, yakni tindakan atau perbuatan 

                                                           
3
 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan 
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mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, 

merawat, menafkahi atau mengurus anak sebagaimana mestinya. 

b. Pasal 77 huruf b ‚ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan 

tindakan penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak 

mengalami sakit atau penderitaan, baik fisik, mental maupun social, 

dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) 

Bedasarkan beberapa ketentuan hukum positif diatas secara garis 

besar dapat dipahami bahwa memelihara dan mendidik anak, menurut 

ketentuan hukum positif pada dasarnya memang merupakan kewajiban 

suami dan isteri, namun dalam hal memenuhi nafkah merupakan 

kewajiban ayah untuk menafkahi keluarga (khususnya anak) merupakan 

kewajiban primer seorang ayah.
 

 Terlebih dalam  kehidupan bermasyarakat yang sebagian besar 

masih mengdepankan peran seorang ayah dalam pemenuhan kebutuhan 

sehari-hari, maka menjadi kepastian seorang ayah untuk menafkahi 

keluarga, khususnya anak. Pada dasarnya memelihara dan mendidik anak 

memang merupakan kewajiban bersama suami isteri, akan tetapi 

pemenuhan nafkah meliputi biaya pemeliharaan pengasuhan dan 

pendidikan anak, semua itu menjadi kewajiban seorang ayah.  

Adapun penulis memperkuat dengan dalil mengenai pentingnya 

membayar nafkah Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 

233: dan Hadist Rosulullah Saw : 
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 وَالِدَة   تُضَار   لَ   وُسْعَهَا إِل   نَ فْس   تُكَل فُ  لَ  باِلْمَعْرُوفِ  وكَِسْوَتُ هُن   رزِْقُ هُن   لَوُ  الْمَوْلُودِ  وَعَلَى

   بِوَلَدِهِ  لَوُ  مَوْلُود   وَلَ  بِوَلَدِىَا

Artinya: ‚…Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada 

para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan 

menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita 

kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena 

anaknya…(Q.S. Al-Baqarah: 233)4 

Hadist Rosul SAW:
5
 

 الل صَل ى اللِ  رَسُولِ  علَى سُفْيَانَ، أَبِ  اِمْرَأةَُ، عُتْبَةَ، بنِْتُ  ىِنْد دَخَلَتْ :  قاَلَتْ  عَائِشَةَ  عَنْ 

 مَا الْنَ فَقَةِ  مِنَ  يُ عْطِيْنِ  لَ  شَحِيح ، رَجُلُ  سُفْيَانَ  ابَاَ إن   الل رَسُوْلُ  ياَ: فَ قَالَتْ  وَسَل م، عَلَيْوِ 

 فَ قَا جَنَاحٍ؟ مِنْ  دَلِكَ  فِ  عَلي   فَ هَلْ  بغَِيِْْعَلَمِوِ، مَالِوِ  مِنْ  اَخَدْتُ  مَا اِل   بَنِ، وَيَكْفِي يَكْفِيْنِ 

 بنَِيْكِ  وَيَكْفِيْ  مَايَكْفْيكِ  بلِْمَعْرُوْفِ، مَالوِِ  مِنْ  خُذِي:  وَسَل مَ  عَلَيْوِ  الل صَل ى الل رَسُولُ  لَ 

 )عليو متفق)

Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, ‚Hindun Binti ‘Utbah, isteri Abu Sufyan 

menemui Rasulullah SAW seraya berkata, ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya 

                                                           
4
 Yayasan Penyelenggara Penterjemah Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur’an, Al Qur’an dan 

Terjemahnya (Bandung: Diponegoro, 2003),29. 
5
 Faisal bin Abd Aziz, Tarjamah Nail al-Authar Himpunan Hadis-Hadis Hukum  Jilid 6, 

(Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1984), 323 
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Abu Sufyan seorang laki-laki yang pelit (kikir), tidak memberikan nafkah 

kepadaku dengan nafkah yang mencukupi untukku dan anakku kecuali dari apa 

yang aku ambil dari hartanya tanpa sepengetahuannya. Apakah aku berdosa 

karena hal itu.?’ Rasulullah SAW menjawab, ‘Ambillah dari hartanya dengan 

cara ‘ma’ruf’ apa yang cukup buatmu dan anakmu.’‛ (Muttafaqun ‘alaih)  

Hadist diatas menjelaskanbahwa orang pertama dan paling utama 

berkewajiban mengemban tugas dan tanggung jawab memberi nafkah kepada 

anak adalah ayahnya, bukan ibunya. Jika suatu saat karena  keadaan dan lain 

terpaksa ibu yang harus memikul beban menafkahi anaknya maka pada saatnya 

ayahnya harus mengembalikan/membayar kepada ibunya nafkah yang sudah 

diberikan kepada anaknya tersebut. Hal ini tidak lain merupakan konsekuensi 

yuridis dari ketentuan Allah bahwa nafkah anak adalah kewajiban ayah. 

Kesediaan ibu menafkahi anaknya tidak serta merta mengugurkan 

kewajiban ayah atas nafkah anak tersebut, apalagi terhadap seorang ayah yang 

memang dengan sengaja melalaikan begitu saja kewajibannya tersebut. Perintah 

Nabi SAW kepada Hindun dalam hadis di atas, agar ia mengambil harta 

suaminya yang telah melalaikan nafkah anaknya, antara lain menegaskan bahwa 

nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya (nafkah madhiyah anak) sama sekali 

tidak gugur begitu saja, melainkan tetap wajib dipenuhi ayahnya. Gugurnya 

kewajiban ayah atas nafkah anaknya hanya dimungkinkan manakala didasarkan 

suatu keadaan yang dibenarkan menurut hukum. Misalnya terbukti di 

persidangan bahwa si ayah dalam keadaan cacat fisik/mental, atau sakit atau 

dalam keadaan sangat miskin yang tidak memungkinan ia untuk memenuhi 

kewajiban tersebut. 
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Atas dasar itu maka dapat ditegaskan bahwa menolak begitu saja setiap 

gugatan nafkah anak yang dilalaikan ayahnya, apalagi hanya dengan alasan 

karena kewajiban ayah memberi nafkah kepada anaknya adalah lil al-intifa’, 

bukan lil al-tamlik, sangat tidak relevan dengan ketentuan hukum Islam antara 

lain sebagaimana yang terkandung dalam ayat dan hadis yang dikutip di atas. 

Apalagi dalam hal seorang ayah yang dengan sengaja tanpa alasan yang dapat 

dibenarkan hukum melalaikan begitu saja kewajiban memberi nafkah kepada 

anaknya, padahal dia mampu, sedangkan anak tersebut masih dalam pengasuhan 

seorang ibu meskipun tidak dalam satu keluarga. 

Kemudian seorang ayah memberi nafkah kepada anak adalah suatu 

kewajiban yang ditetapkan oleh Allah, maka seorang ayah yang melalaikan tidak 

memberi nafkah kepada anaknya berarti dia melalaikan dan mengingkari 

kewajiban yang telah diperintahkan Allah kepadanya. Akibat kelalaian dan 

keingkaran ayah tersebut menyebabkan pihak lain dalam hal ini anak dan bisa 

juga termasuk ibunya menjadi terzalimi. 

Sehubungan dengan itu pendapat hakim yang  menolak  gugatan nafkah 

madhiyah anak hanya dengan alasan karena kewajiban ayah memberi nafkah 

kepada anaknya adalah lil intifa’, bukan littamlik, pada dasarnya sama dengan 

menganggap gugur setiap kewajiban ayah atas nafkah anak yang telah 

dilalaikannya, dan mengganggap gugur setiap kewajiban ayah atas nafkah anak 

yang telah dilalaikannya tersebut pada dasarnya sama dengan membebaskan 

begitu saja pihak ayah yang telah melalaikan kewajiban yang sudah ditentukan. 

Menurut hemat penulis, seorang ayah baru dapat dikatakan tidak dapat 

memenuhi kewajiban atas nafkah anaknya dikarenakan sebab sebagai berikut, 

Pertama, karena ketidak mampuannya. dikarenakan adanya  faktor yang dibenar-
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benar tidak memungkinkan untuk memenuhi kewajiban tersebut, seperti cacat 

fisik (sakit) atau karena suatu keadaan  darurat, seperti halnya ayah 

bersangkutan dihukum penjara selama beberapa tahun, atau karena  situasi kacau 

(cheos) seperti perang atau kerusuhan yang meluas misalnya. Dalam keadaan 

yang sedemikianlah baru seorang ayah bisa dikatakan tidak dapat memenuhi 

kewajibannya sebagaimana mestinya atas nafkah anaknya, sehingga Pengadilan 

dalam hal ini dapat menetapkan ibu ikut memikul tanggung jawab atas nafkah 

anaknya. Sehingga  logis jika gugatan atas nafkah anak yang telah dilalaikan 

ayahnya itu ditolak oleh Pengadilan. 

Adapun penulis disini melihat bahwa pandangan dan alasan yang 

dipaparkan oleh Hakim Shohih lebih sesuai karena bahwa penanganan tentang 

nafkah Ma>d}iyah anak harus dilakukan dengan cermat, hakim harus bisa 

mengungkap fakta yang terjadi selama proses berperkara di dalam Pengadilan. 

Sehingga bisa mengetahui apakah ayah tidak memberi nafkah karena sengaja  

melalaikannya atau tidak mampu. Sebab hal tersebut bisa dijadikan salah satu 

pertimbangan hakim dalam menanggapi masalah nafkah Ma>d}iyah anak. 

Hukum seharusnya dapat mengontrol keadaan-keadaan demikian dengan 

memberikan jalan bagi setiap ibu yang ingin meminta hak bagi anaknya meski 

dia sudah mempunyai suami baru untuk menuntut keadilan terhadap mantan 

suami yang mampu dan lalai. Sehingga ke depannya suami (ayah) tidak lagi 

melalaikan kewajiban tersebut, karena hukum telah menyiapkan sejumlah sanksi 

kepadanya. Hal ini sekaligus diharapkan tampil sebagai terapis bagi seorang 

ayah. Pembebanan demikian diharapkan dapat mengetuk hati nurani seorang 

ayah bahwa kelalaiannya selama ini ternyata tidak dapat dibenarkan. Pada 

akhirnya, seorang ayah akan menyadari bahwa selain tidak dibenarkan secara 
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hukum. Kemudian kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak dimaksud 

disadari sepenuhnya oleh para suami (ayah) sebagai media untuk merekatkan 

ikatan psikologis dengan anak-anaknya meskipun tidak hidup bersama. 
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